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ABSTRAK
Juleni, S351608024, IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH
MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS DUGAAN MELAKUKAN
TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2016, 2018, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan
masalah mengenai pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris yang
diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang
menjadi kendala serta bagaimana solusi dalam pemeriksaan Notaris berdasarkan
peraturan tersebut juga upaya hukumnya.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang
digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan tekhnik
pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Selanjutnya data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan tekhnik analisis kualitatif dengan model
interaktif.
Notaris yang diduga melakukan tindak pidana sehingga mendapat surat
pemanggilan dari aparat hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim), maka
berkaitan dengan tugasnya MKNW sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang
bersangkutan, akan melakukan suatu proses untuk membuat keputusan dengan
cara pembentukan Majelis Pemeriksa oleh Ketua MKNW. Majelis Pemeriksa
berwenang untuk membuat keputusan yaitu apakah memberikan persetujuan atau
penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir
dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Majelis Pemeriksa dapat
mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atau penolakan setelah
Notaris yang bersangkutan didengarkan langsung keterangannya.
Notaris yang diduga melakukan tindak pidana jika secara ikhlas dan
sukarela ingin langsung memenuhi panggilan dari penyidik, penuntut umum dan
hakim, maka hal tersebut diperbolehkan, misalnya ingin memberikan penjelasan
yang menyeluruh kepada pihak yang memanggil dirinya atau bisa juga karena
Notaris tersebut ingin menggunakan kewajiban ingkar yang dimiliknya. Notaris
yang memutuskan untuk melakukan hal tersebut maka segala sesuatunya beserta
konsekuensi hukum yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab Notaris yang
bersangkutan.
Kata Kunci: Dugaan Tindak Pidana, Kewajiban Ingkar, Majelis Kehormatan
Notaris, Majelis Pemeriksa, Notaris
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ABSTRACT
Juleni, S351608024, THE IMPLEMENTATION OF NOTARY HONORARY
COUNCIL’ INVESTIGATION TO THE NOTARY ALLEGED
COMMITTING CRIME BASED ON THE REGULATION OF MINISTER
OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 7 OF 2016, 2018, Notary
Program, Faculty of Law of Sebelas Maret University
This study aimed at discovering and answering the problem statement
regarding the Notary honorary council' investigation to the Notary alleged
committing a crime based on the Regulation of Minister of Law and Human
Rights Number 7 of 2016 and the hindrance factors as well as the solution in
investigating the Notary based on that regulation and its legal attempt.
The current study could be classified as an empirical legal study. This
study employed primary and secondary data collected from interviews and
literature study. The collected data were analyzed by using the interactive model
of qualitative analysis technique.
A notary is alleged committing crime so they receive a letter of notice to
appear from the law apparatus (investigator, public prosecutor, and judge), the
head of Regional Notary Honorary Council (MKNW), in accordance with the
Notary concerned’ operational territory, will perform an investigation towards
the request filed by the investigator, public prosecutor, and judge. MKNW will
carry out a process to make a decision through Panel of Inspector. The Panel of
Inspector is authorized to approve or to reject the request to appear in the
investigation, prosecution, and judicial process. The Panel of Inspector can
decide on approval and rejection after listening to the statement given by the
Notary concerned.
A notary presumed committing a crime is allowed to come to the
investigation if they voluntarily want to fulfill the request from the investigator,
public prosecution, and judge. For example, the notary wants to give a
comprehensive explanation to the parties who summon them, or they want to use
their right of refusal. If the notary does such things, all legal consequences will be
the responsibility of the Notary concerned.
Keywords: Criminal Act Presumption, Rights of Refusal, Notary Honorary
Council, Panel of Inspector, Notary
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III (2015-2019)
dibidang hukum menyatakan bahwa visi pemerintah dalam pembangunan
hukum dan penyelenggara negara adalah tegaknya supremasi hukum dengan
didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan
kebenaran dan keadilan serta memperoleh legimitasi yang kuat dari
masyarakat luas.1
Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat), sangat berkepentingan
terhadap keberadaan Notaris yang bermoral dan profesional. Sebagai pejabat
umum, Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam
mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang
bernuansa kepastian hukum.2 Notaris adalah pejabat umum yang diangkat
oleh pemerintah kemudian pemerintah sebagai organ negara mengangkat
Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri melainkan juga
untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait
erat dengan persoalan trust (kepercayaan antara para pihak) artinya negara
memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.3
Institusi Notaris lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
merupakan kehendak negara atau jabatan Notaris merupakan suatu lembaga
yang diciptakan oleh negara4 untuk menjalankan sebagian kewenangan
negara dibidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang
diakui oleh negara, oleh karena itu kepada jabatan Notaris diperkenankan
1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tanggal 5 Februari 2007
2 Sri Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, artikel pada Jurnal Hukum
Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015, hlm. 89
3 R.A. Emma Nurita, Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran, Refika
Aditama, Bandung, 2012, hlm. 2
4 Bagir Manan, Hukum Positif di Indonesia, UII Pers, Yogyakarta, 2004, hlm. 15
2menggunakan lambang negara dalam melaksanakan tugas jabatannya dan
yang sesuai hukum, negarapun wajib bertanggung jawab yaitu dengan cara
memberikan perlindungan kepada mereka (Notaris) yang bersedia untuk
menerima dan menjalankan sebagian kewenangan negara tersebut.
Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak cukup hanya mempunyai
keahlian dibidang hukum tetapi juga harus dilandasi tanggungjawab dan
penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Untuk melindungi
kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris
yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya maka
adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap
pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat. Peranan dan kewenangan Notaris
penting bagi lalu lintas hukum dalam masyarakat sehingga Notaris ketika
menjalankan jabatannya harus profesional, berdedikasi tinggi serta
menjunjung harkat dan martabat dengan menegakkan kode etik Notaris.
Profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual
maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan
kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi bahkan merupakan suatu hal
yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah
ada.5
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pernyataan
tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU No. 2 Th. 2014). Pejabat
umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara,
5 Rahmad Hendrea, Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya
mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekan Baru, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1,
2011
3khususnya dibidang hukum perdata.6 Kewenangan Notaris sebagai pejabat
umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 yang menyatakan:
“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
Undang-Undang.”
Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Th. 2014 juga menyebutkan kewenangan
lain Notaris yaitu:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau;
g. Membuat Akta risalah lelang.
Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang
menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam
pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta yang
dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-
saksi.7 Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta,
seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya
sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik.
6 Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas,
Jakarta Timur, 2013, hlm. 5
7 Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Milenia
Populer, Jakarta, 2001, hlm. 85
4Tindak lanjut dari tugas yang diemban Notaris mempunyai dampak
secara hukum, artinya setiap pembuatan akta Notaris dapat dijadikan alat
pembuktian, apabila terjadi sengketa diantara para pihak, persengketaan
tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan Notaris, dan atas
keterlibatan itu Notaris harus ikut bertanggungjawab atas apa yang telah
dilakukannya. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan
atas adanya suatu sengketa dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan
bagaimana akta yang disengketakan.8 Penyebab permasalahan, dapat timbul
secara langsung akibat kelalaian Notaris, namun juga bisa timbul secara tidak
langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain (klien).9 Notaris mungkin saja
melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini
terbukti, akta kehilangan autentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat
dibatalkan. Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor
internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak
mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya.
Disamping itu faktor internal seperti moral masyarakat dimana Notaris
dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut
mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.10 Dalam hal ini apabila
menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut,
Notaris dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Sanksi
yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan
sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang
berkepentingan tersebut.11
Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tahun 2014 menyatakan bahwa dalam
menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
8 A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 28
9 Sri Utami, log. cit
10 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di
Masa Datang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 226
11 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Notaris, Intermesa, Jakarta, 2007, hlm. 149
5pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang
menentukan lain.
Pasal 54 ayat (1) UUJN tahun 2014 menyebutkan bahwa:
“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi
Akta, Groose Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang
berkepentingan langsung kepada Akta, ahli waris, atau orang yang
memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan”.
Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris adalah
kewajiban Notaris berdasarkan sumpah jabatan berdasarkan UUJN yang
apabila dilanggar, akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 322 KUHP. Merahasiakan informasi mengenai akta yang dibuat
oleh Notaris terhadap pihak yang terkait dengan akta yang dibuat12 termasuk
apabila Notaris bersangkutan diminta memberi kesaksian mengenai akta
dimuka persidangan pengadilan, Notaris dapat menggunakan kewajiban
untuk merahasiakan informasi tentang akta yang dibuat dengan menggunakan
hak ingkar (verschoningsrecht). Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut
maka Notaris harus mendapatkan perlindungan terkait dengan jabatan yang
diembannya untuk kepentingan para pihak menyangkut akta autentik yang
dibuatnya.
Seorang Notaris adalah warga negara yang memiliki kedudukan yang
sama dihadapan hukum seperti tercantum dalam Pasal Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD
1945), Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD
1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
menjelaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”.
12 Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN
6Notaris membutuhkan suatu perlindungan hukum yang dapat menjamin
keamanan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris.
Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, ternyata juga
diikuti dengan adanya “hak istimewa lainnya” dari Notaris, yaitu
sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU No. 30
Th. 2004):13
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
dan
2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.”
Pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan
proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD). MPD adalah Majelis Pengawas
yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya
melaksanakan pengawasan atas Notaris ditingkat kabupaten atau kota.
Kewenangan tersebut kemudian menjadi hapus dengan adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut MKRI)
Nomor 49/PUU-X/2012 yang amar putusannya berbunyi:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
a. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”
dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13 I Gusti Agung Oka Diatmika, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan
dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”, Tesis,
Denpasar, Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana, 2014, hlm. 6
7b. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”
dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Berdasarkan Putusan MKRI tersebut, aparat penegak hukum dapat
langsung mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan
Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa perlu lagi “dengan persetujuan
MPD”.
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keharusan persetujuan
Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam
proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai
warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum serta
bertentangan dengan prinsip equality before the law.14
Kemudian pada tahun 2014 disahkanlah UU No. 2 Th. 2014 dengan
menciptakan institusi baru pengganti MPD dengan fungsi yang sama. Pada
Pasal 66 UU No. 2 Th. 2014 tertulis bahwa:
“(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a. Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
14 Mohammad Anas Nashiruddin, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Memberikan
Persetujuan Tindakan Kepolisian Terhadap Notaris”, artikel pada Jurnal Universitas
Brawijaya, 2014, hlm. 7
8(3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan
persetujuan.
(4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis
Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”
Dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 kewenangan MPD
digantikan oleh institusi baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (untuk
selanjutnya disebut MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi
Notaris. Apabila Notaris diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran
dalam pembuatan suatu akta, maka aparat penegak hukum harus kembali
meminta persetujuan dari MKN untuk memanggil Notaris dalam hal dimintai
keterangan. Menindak lanjuti ketentuan Bab VIII angka 35 UU No. 2 Th.
2014 mengenai MKN maka dirumuskanlah Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis
Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Th.
2016).
Syarat pemanggilan Notaris tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2)
Permenkumham No. 7 Th. 2016 yang berbunyi:
“(1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau
hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan
Notaris, dilakukan dalam hal:
a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta
dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang
hukum pidana;
c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu
pihak atau lebih;
d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta
Akta;
e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal
(antidatum).
(2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris
dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik”.
Pasal 1 angka 1 Permenkumham  No. 7 Th. 2016 menyebutkan bahwa:
9“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai
kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban
memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan
dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan
pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berada
dalam penyimpanan Notaris”.
MKN terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat (untuk selanjutnya
disebut MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (untuk selanjutnya
disebut MKNW). Tugas MKNP hanyalah melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap MKNW berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan yang
berwenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang akan
dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi tugas MKNW.
Permenkumham No. 7 Th. 2016 tidak menegaskan secara jelas
mengenai Putusan MKNW tersebut apakah sudah bersifat terakhir dan
mengikat. Permenkumham tersebut hanya menjelaskan bahwa tugas MKNP
sebatas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap MKNW dan
tidak dijelaskan apakah MKNP sebenarnya berwenang atau tidak untuk
menerima upaya hukum keberatan dari Notaris yang dijatuhi Putusan
MKNW. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan apakah
Notaris dapat mengajukan suatu banding terhadap Putusan MKNW yang
menyatakan aparat penegak hukum dapat memanggil Notaris untuk diperiksa
lebih lanjut.
Dalam Permenkumham No. 7 Th. 2016 juga terjadi kekosongan hukum
mengenai tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai upaya hukum
keberatan dari Notaris terhadap Keputusan MKNW terkait pemanggilan
Notaris yang bersangkutan tersebut apabila suatu hari terjadi kasus yang sama
terkait keputusan MKNW yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan.
Tidak dijelaskan apakah MKNP dapat menerima pengajuan banding dari
Notaris terhadap suatu Keputusan MKNW yang dianggap telah merugikan
Notaris tersebut.
Juga terkait dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan (4) UU No. 2 Th.
2014 yang berisi mengenai apabila MKNW dalam waktu paling lama 30 (tiga
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puluh) hari sejak diterimanya surat permintaan persetujuan dari aparat
penegak hukum tidak memberikan jawaban maka MKNW dianggap
menerima permintaan persetujuan dari aparat penegak hukum tersebut dan
Notaris harus memenuhi permohonan tersebut. Peraturan yang demikian
dapat menimbulkan suatu ketidakadilan terhadap Notaris, dimana MKNW
seharusnya melindungi Notaris tetapi dengan adanya peraturan tersebut justru
merugikan Notaris, dalam hal Notaris tersebut memang sudah menjalankan
tugasnya sesuai dengan amanat dari peraturan yang ada. Dengan tidak
rapatnya MKNW tersebut merupakan sikap yang dapat merugikan pihak lain
yaitu Notaris. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian dan ketidakjelasan
hukum apakah Notaris dapat mengajukan suatu banding terhadap Putusan
MKNW yang menyatakan aparat penegak hukum dapat memanggil Notaris
untuk diperiksa lebih lanjut.
Sehubungan proses klarifikasi terhadap Notaris yang dilakukan oleh
Majelis Pemeriksa tidak ada aturan mengenai apakah Notaris dapat
menggunakan kewajiban ingkar dalam proses pemeriksaan oleh Majelis
Pemeriksa karena akta-akta yang dibuat oleh Notaris merupakan hak para
pihak yang seharusnya dilindungi kerahasiaannya oleh Notaris yang
bersangkutan.
Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016 dijelaskan bahwa
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri atas unsur:
1. Pemerintah;
2. Notaris;
3. Ahli atau akademisi.
Unsur anggota dari MKNW bukan hanya dari Notaris saja, melainkan
juga dari Pemerintah dan ahli atau akademisi, oleh karena itu seorang Notaris
yang sedang diperiksa oleh Majelis Pemeriksa seharusnya boleh
menggunakan kewajiban ingkar karena anggota MKNW yang berasal dari
Pemerintah atau ahli akademisi belum tentu paham mengenai peraturan
seputar Kenotariatan. Hal seperti ini seharusnya telah diatur dalam peraturan
yang sudah diterbitkan karena menyangkut suatu hal yang penting bagi
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perlindungan terhadap Notaris. Selain itu penyidik dalam menjalankan tugas
terkait Notaris yang sedang menghadapi dugaan pelanggaran UUJN juga
masih didapati belum memiliki pemahaman yang cukup tentang kewenangan
Majelis Kehormatan Notaris.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan
mengkaji lebih dalam dan menuangkannya kedalam sebuah tulisan yang
berbentuk tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN
NOTARIS OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS ATAS DUGAAN
MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016”.
B. Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan permasalahan yang
diajukan antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris
yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2016?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusi dalam
pemeriksaan Notaris berdasarkan ketentuan tersebut serta upaya
hukumnya?
C. Tujuan Penelitian
Suatu penelitian tentu memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan pasti
dalam penyusunannya. Tujuan tidak boleh lepas dari permasalahan yang
sudah dirumuskan sebelumnya karena merupakan rangkaian yang tidak
terpisahkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum Notaris untuk
mendapatkan perlindungan hukum ketika diduga melakukan tindak
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pidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Notaris dapat
menggunakan kewajiban ingkar ketika diperiksa oleh Majelis
Kehormatan Notaris.
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terhadap
keputusan MKNW dalam hal pemberian persetujuan atau
penolakan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum serta
penggunaan kewajiban ingkar dalam pemeriksaan oleh Majelis
Pemeriksa.
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat
yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang
diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kenotariatan pada
khususnya terutama mengenai Implementasi Pemeriksaan Notaris oleh
Majelis Kehormatan Notaris atas Dugaan melakukan Tindak Pidana
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi akademisi: untuk memberikan kontribusi positif bagi akademisi
khususnya dibidang kenotariatan tentang Implementasi Pemeriksaan
Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris atas Dugaan melakukan
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Tindak Pidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.
b. Bagi masyarakat: untuk memberikan gambaran dan informasi yang
tepat kepada masyarakat mengenai bidang kenotariatan.
c. Bagi ilmu pengetahuan: untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan
keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan
penulisan penelitian selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Tentang Notaris
a. Pengertian dan Sejarah Notaris
Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan
atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan
ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter
yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat
(stenografie).15 Pada abad ke-2 dan abad ke-3 sebelum Masehi, bahkan
jauh sebelumnya ada juga yang dinamakan notarii tidak lain adalah
sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan
suatu bentuk tulisan cepat. Nama Notaris dikenal dengan nama
pengabdinya yang pertama yaitu Notarius yang menandakan satu
golongan orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan di bidang tulis
menulis dalam kerajaan. Kemudian dalam abad ke-5 dan ke-6 sebutan
Notarius (Notarii) itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari
Raja (Kaizer) sedangkan pada akhir abad ke-5 sebutan tersebut diberikan
kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan
administratif.16
Pejabat-pejabat yang dinamakan Notarii ini merupakan pejabat-
pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani
publik (umum); yang melayani publik dinamakan “Tabeliones”. Mereka
menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan
keahliannya.17 Sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para
tabeliones ini, mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para
notarius, karena mempunyai tugas demi kepentingan masyarakat umum
15 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 41
16 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13
17 Ibid, hlm. 14
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untuk membuat akta-akta dan surat-surat lain, walaupun jabatan atau
kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak
ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu
formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Para tabelliones dikenal
semasa pemerintahan ulpianus, akan tetapi para tabillones ini tidak
diangkat oleh Negara atau pemerintah, sehingga akta-akta dan surat
tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.
Di Indonesia, profesi Notaris mulai masuk pada permulaan abad
ke-17, dengan adanya Oost Indische Compagnie, yaitu gabungan
perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia
Timur yang dikenal dengan nama VOC (Verenigde Oost Indische
Compagnie) dengan Gubernur Jenderalnya yang bernama Jan Pieter
Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama
di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchiom Kerchem bertugas
melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan, persiapan
penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat
dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja
dan sebagainya.18 Pada tanggal 16 Juni 1625 setelah jabatan “Notaris
Publik” dipisahkan dari jabatan “secretaries van den garechte” dengan
surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620 maka
dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia yang
hanya berisikan 10 (sepuluh) pasal, diantaranya ketentuan bahwa para
Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.
Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan
penyesuaian peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan
peraturan yang berlaku di negeri Belanda. Maka diundangkan peraturan
Jabatan Notaris Staatsblad 1860 Nomor 3 yang diundangkan tanggal 26
Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860.
Peraturan Jabatan Notaris tersebut terdiri atas 63 Pasal yang merupakan
kodifikasi dari Notaris wet yang berlaku di negeri Belanda sedangkan
18 Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, Op. Cit, hlm. 8
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Notaris wet yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari
Ventosewet yang berlaku bagi Notaris di Perancis.19
Pada tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “Instructie voor de
notarissen in Indonesia” yang terdiri dari 34 pasal.20 Akhirnya tahun
1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang
dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama yaitu PJN
(Notaris reglement) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam
Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang
menjadi dasar yang kuat bagi pelembagaan Notaris di Indonesia. Pada
tanggal 30 Oktober 1948, kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan
oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas
Kewajiban Kementerian Kehakiman. Tahun 1949 melalui Konferensi
Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda,
menghasilkan salah satu keputusan bahwa terjadi penyerahan kedaulatan
dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk
seluruh wilayah Indonesia. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut,
berdampak kepada status Notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada
di Indonesia, harus meninggalkan jabatannya, dengan demikian maka
terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan
Notaris tersebut, sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari Tahun 1949 sampai dengan
tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk
menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal
dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.21
Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954
merupakan Notaris yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (Gouveneur
Generaal) berdasarkan Pasal 3 Reglement op Het Notaris Ambt in
19 Ibid
20 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hlm. 19
21 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 4
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Nederlands Indie. Ketentuan pengangkatan Notaris oleh Gubernur
Jenderal telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
1954  sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3), serta
ketentuan-ketentuan lain yang turut dinyatakan tidak berlaku lagi adalah
Pasal 62, Pasal 62a, dan Pasal 63 Reglement op Het Notaris Ambt in
Nederlands Indie (Stbl.1860:3).22
Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai
dengan perkembangan bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini ditandai
dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan UU
No. 30 Th. 2004. Peraturan UU No. 30 Th. 2004 ini merupakan
pengganti Peraturan Jabatan Notariat dan Reglement op Het Notaris Ambt
in Indonesia yang merupakan peraturan pemerintah Kolonial Belanda.23
Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Notaris
sebagai Pejabat Umum merupakan profesional yang keterangan-
keterangannya seharusnya dapat dipercaya yang tanda tangan serta
segelnya dapat memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat,
sekaligus sebagai pihak independen dalam penyuluhan hukum yang tidak
ada cacatnya.24
Adapun pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas
diungkapkan bahwa “Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di
hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak,
namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar
22 Tan Thong Kie, Op. Cit, hlm. 435
23 Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, Op. Cit, hlm 9
24 Endang Purwaningsih, “Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian
Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum”, artikel pada Jurnal Hukum
Adil, Vol. 2, No. 3, Desember 2011, hlm. 324
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maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan
hukum diantara para pihak, dapat dibantu melalui jalan hukum yang
benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan
kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas
dari seorang Notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para
pihak secara proporsional.”25
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Notaris mempunyai arti
orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukkan
(dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat
wasiat, akta dan sebagainya.26 Notaris berwenang membuat suatu akta
yang dapat menjadi suatu alat bukti tertulis di dalam suatu perkara yang
mempunyai kekuatan bukti autentik. The constitution and law, court
order and agreement between the parties determine notary public
service. According to the type of notarial acts, the jurisdiction of notary
public is determined by the law, court order - court document and
optional - logic, according to the initiative of the party. Law provides
notary jurisdiction and it applies to its work.27 Mengingat pentingnya
lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan
dibidang notariat, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan Negara dan
masyarakat untuk menyimpan segala keterangan yang diberitahukan
kepadanya dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.28
b. Tugas dan Kewenangan Notaris
1) Tugas Notaris
25 Koesbiono Sarman Hadi, “Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang”,
Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 2000,
Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta, hlm. 7
26 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Ctk. III, Jakarta, 1990, hlm. 618
27 Trgovĉević Prokić Milena, “Legal Basis Of Notary Public Services“, article on International
journal of economics and law Vol. 1, No. 3, 2011, hlm 140
28 Lidya Febiana, “Notaris sebagai Saksi dalam Penyidikan Otentisitas Akta”, artikel pada
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, edisi No. 1, Vol. 22013, hlm. 2
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Setiap masyarakat membutuhkan figur yang keterangan-
keterangannya dapat diandalkan dapat dipercaya yang tanda
tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai
alat bukti yang kuat. Seorang ahli yang tidak memihak dan
penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya
(onreukbaar/unimpeachable) yang tutup mulut dalam membuat
suatu perjanjian yang dapat melindungi dihari-hari mendatang. Hal
ini berbeda dengan peran dari seorang advokat dimana profesi
advokat lebih menekankan pada pembelaan hak-hak seseorang
ketika timbul suatu kesulitan sedangkan profesi Notaris harus
berperan untuk mencegah sedini mungkin kesulitan yang terjadi
dimasa yang akan datang.29
Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat”,
timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang
menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum
keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, dalam
membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.30
Dapat dikatakan bahwa Notaris ada bukan karena kepentingannya
sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yaitu sebagai alat
pemenuhan kebutuhan.
Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan KUHPerdata
umumnya diatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang tugas dan
pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya
adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan
kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap
hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut
diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga
29 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat - Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek
Notaris, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, hlm. 102
30 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hlm. 46
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mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta
Notaris.31
Tugas seorang Notaris secara umum antara lain:32
a) Membuat akta-akta otentik sebagaimana  tertuang dalam Pasal 1
UU No. 2 Th. 2014 dan Pasal 1868 KUHPerdata. Akta-akta
otentik yang dibuat Notaris terdiri  dari:
i. Akta anggaran dasar atau akta pendirian;
ii. Akta-akta perjanjian;
b) Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata, Notaris bertugas
mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam buku khusus
(waarmerken), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan
tersebut (legaliseren).
c) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta.
d) Membuat salinan dari asli surat dibawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan.
e) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi  dengan surat
aslinya.
f) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang
terdapat pada minuta akta yang telah ditanda tangani, dengan
membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal
tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan
nomor berita acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan
ke para pihak (Pasal 51 UU No. 2 Th. 2014).
Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus
berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris karena tanpa itu
harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi
mendapat kepercayaan dari masyarakat. Disamping itu Notaris juga
dituntut memiliki moral yang tinggi karena dengan adanya moral
31 Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Notaris, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 45
32 Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, Op. Cit, hlm. 14
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yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang
yang ada padanya, menjaga martabatnya dan tidak merusak citra
Notaris itu sendiri. Disatu sisi yang lain seorang Notaris juga dituntut
memiliki pengalaman yang cukup luas dan mendalam serta
mempunyai keterampilan sehingga dapat merancang, menyusun dan
membuat berbagai akta autentik tersebut mempunyai susunan
bahasa, tekhnik yuridis, rapi, baik dan benar serta diperlukan
kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang obyektif.33
2) Kewenangan Notaris
Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris adalah Pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta autentik dan dikaitkan dengan
Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu akta autentik
adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Maka Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta autentik
seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Habib Adjie mengatakan bahwa “Notaris sebagai sebuah
jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun
yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap
wewenang harus ada hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai
wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan
tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat
melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai
perbuatan melanggar hukum”.34 Dengan kewenangan tersebut
diharapkan Notaris agar selalu berhati-hati dan teliti terhadap akta
yang akan dibuat, juga selalu teliti didalam menghadapi pihak pihak
33 Komar Andasasmita, Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia
Jabatannya, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 14
34 Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, RENVOI No. 28/Th.111/September 2005, PT. Jurnal
Renvoi Mediatama, Jakarta, 2005, hlm. 39
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berkenaan dengan identitas para pihak yang datang ke kantor Notaris
tersebut.
Kewenangan Notaris pada dasarnya adalah membuat akta
autentik sesuai dari keinginan para pihak yang berkepentingan
terhadap akta yang akan dibuat tersebut. Notaris adalah satu-satunya
pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu
peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang
berkepentingan untuk membuat suatu akta autentik. a notary will
therefore have a duty to take great care to verify the identity and
capacity of persons that require his certificates or other
instruments.35
Kewenangan Notaris meliputi: berwenang terhadap orangnya
yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh
orang yang berkepentingan. Selain itu kewenangan yang dimiliki
Notaris adalah berwenang terhadap aktanya yaitu yang berwenang
membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki
yang bersangkutan. Serta bewenang terhadap waktunya dan
berwenang terhadap tempatnya, yaitu sesuai tempat kedudukan dan
wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para
penghadap yang tercantum dalam akta.36
Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Th. 2014 menyebutkan kewenangan
Notaris yaitu:
“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan
grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan
Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain
atau orang lain ditetapkan oleh undang-undang.”
35 L. Huang, “Notarial Practice In Hong Kong “Article on Journal of UINL – Union
Internationale du Notariat Latin, Vol 9 Notarius International 3-4/2004, hlm 118
36 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2009, hlm. 14
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Selain kewenangan yang ada dalam Pasal 15 ayat 1 UU No. 2
Th. 2014, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 hal:37
a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang
dibuat itu;
b) Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat;
c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta
itu dibuat;
d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan
akta itu.
Kewenangan lain yang dimiliki selain hal-hal tersebut di atas
yaitu kewenangan menurut Pasal 15 ayat 2 UU No. 2 Th. 2014,
sebagai berikut:
a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;
c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang  bersangkutan;
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan
akta;
f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
g) Membuat akta risalah lelang.
Suatu akta dikatakan akta autentik, maka akta tersebut akan
mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya,
yaitu:38
37 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hlm. 49
38 Salim HS, Hukum Kontrak-Teori dan Tekhnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,
2006, hlm. 43
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a) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah
mengadakan perjanjian tertentu;
b) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tetulis dalam
perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
c) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu
kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan
perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan
kehendak para pihak.
Berkaitan dengan kewenangan Notaris, ada 3 (tiga) hal pokok
yang penting dalam pelaksanaan UUJN yaitu: mengenai kepastian,
ketertiban dan perlindungan hukum yang menjadi landasan filosofis
dibentuknya UUJN dan kebutuhannya meningkat sejalan dengan
tuntutan perkembangan ekonomi dan sosial baik pada tingkat
nasional, regional maupun global.
c. Tanggung Jawab Notaris
Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian
khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang
berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum
perdata.39 Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan
tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak
disengaja. Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat
diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung
jawab, menanggung segala sesuatu (jika ada sesuatu hal, dapat
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai  dengan
peraturan hukum yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas
dan jabatannya harus memahami adanya asas-asas yang menjadi
pedoman atau dasar dalam menjalankan kewenangannya. Asas-asas
tersebut diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas persamaan,
asas kepercayaan asas kehati-hatian dan asas profesionalisme.
39 Marthalena Pohan, Tanggung jawab Advokat, Dokter dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya, 1985,
hlm. 32
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Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi empat
macam yaitu:40
1) Pertanggung jawaban individu, yaitu seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
orang lain;
3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian;
4) Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena
tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional
dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan
tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sekaligus menjunjung tinggi kode etik Notaris sebagai rambu yang harus
ditaati. Notaris harus memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku
profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:41
1) Memiliki integritas moral yang mantap;
2) Harus jujur terhadap klien dan diri sendiri (kejujuran intelektual);
3) Sabar atas batas-batas kewenangannya;
4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.
Bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai
berikut:42
40 Hans Kelsen, Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusamedia,
Bandung, 2006, hlm. 40
41 Liliana Tedjasaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf
Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86
42 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 93
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1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan
benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum
dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta
yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak
pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan
mengada-ngada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang
berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya;
3) Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris
itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
Tanggung jawab Notaris dibedakan menjadi empat macam yaitu:43
1) Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya.
Pada wilayah perdata, negara menempatkan Notaris
sebagai instrumen negara/badan negara yang mewujudkan nilai
kepastian hukum pada tiap-tiap interaksi yang terjadi diantara
subyek-subyek hukum yang ada. Kepada jabatan Notaris
pemerintah yang mewakili kekuasaan umum menyerahkan
sebagian kewenangannya dalam hal pembuatan akta autentik
untuk kepentingan pembuktian alat bukti. Tanggung jawab
Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta
yang dibuatnya dapat dilihat dari konstruksi perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Notaris. Perbuatan melawan hukum
diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2) Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.
Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran
materiil terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari adanya
suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris.
43 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII
Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 34
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Dalam UU No. 2 Th. 2014 diatur bahwa pada saat Notaris
menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran
maka Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi
perdata, sanksi administrasi, dan kode etik Notaris. Sanksi-sanksi
tersebut telah diatur di dalam UU No. 2 Th. 2014 maupun kode
etik Notaris yang didalamnya tidak mengatur mengenai sanksi
pidana. Dalam praktek ditemukan bahwa pelanggaran yang
dilakukan Notaris dapat dikualifikasikan menjadi suatu perbuatan
pidana. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek
seperti:44
a) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
b) Pihak yang menghadap Notaris;
c) Tanda tangan penghadap;
d) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e) Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta;
f) Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta
akta dikeluarkan.
Ketentuan di dalam UU No. 2 Th. 2014 tidak mengatur
pertanggung jawaban Notaris secara pidana. Apabila Notaris
melakukan tindakan pidana terkait dengan akta yang dibuatnya
maka segala tuntutan/ gugatan tetap tunduk pada aturan yang
ditetapkan dalam KUHPidana. Dalam ranah hukum pidana,
Notaris adalah subyek pembawa hak dan kewajiban dimana
seseorang dapat dipidana bukan karena jabatannya tetapi karena
perbuatannya.45
Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan
batasan jika:46
44 Habib Adjie, Op. Cit, hlm. 1
45 Peter Latumeten, Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris Bersumber dari UU Jabatan
Notaris dan Hukum Pidana, Diskusi Hukum, Solo, 2015, hlm. 6
46 Habib Adjie, Op. Cit, hlm. 30
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a) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir,
formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan
keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat
dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat)
para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu
tindak pidana;
b) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta
dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UU
No. 2 Th. 2014 tidak sesuai dengan UU No. 2 Th. 2014; dan
c) Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi
yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam
hal ini Majelis Pengawas Notaris. Tanggung jawab Notaris
berdasarkan UU No. 2 Th. 2014 terhadap akta yang
dibuatnya dapat dilihat dari ketentuan pasal dalam UU No. 2
Th. 2014 . Hal ini dinyatakan dalam Pasal 65 UU No. 2 Th.
2014 yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab
terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris
telah diserahkan kepada penerima protokol.
Penegakan hukum pidana terhadap Notaris hanya sebatas
tertuang didalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 2 Th. 2014,
yang menentukan bahwa pemanggilan Notaris oleh penyidik,
penuntut umum atau hakim untuk kepentingan peradilan, dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris
dalam penyimpanan, harus memperoleh persetujuan terlebih
dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Frasa yang
menyebutkan adanya penyidik, penuntut umum menunjukkan
bahwa keterlibatan Majelis Kehormatan hanya dalam konteks
perkara pidana, karena lembaga penyidik, penuntut umum hanya
ada didalam perkara pidana. Dari pasal tersebut berarti bahwa
tanggung jawab Notaris secara pidana hanya dapat diberikan
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terkait dengan akta dan protokol akta setelah memperoleh
persetujuan dari Majelis Kehormatan.47
3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris.
Berdasarkan UU No. 2 Th. 2014, diatur mengenai
pertanggung jawaban Notaris adalah berupa sanksi secara perdata
dan administrasi. Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk
penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta
Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:48
a) Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para
penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan
hukum.
b) Ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
i. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UU No. 2
Th. 2014;
ii. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam
akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak
didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang
Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.
Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam
akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak
didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang
Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. Sebelum
Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti
rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan
bahwa:49
a) Adanya derita kerugian;
47 Retno Ismindari, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Habis Masa Jabatannya (Werda)
Terkait dengan Hak dan Kewajiban dihadapan Penegak Hukum atas Akta yang Pernah
Dibuat”, Tesis, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2016, hlm. 29
48 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,
Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 20
49 Ibid
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b) Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian
dari Notaris terdapat hubungan kausal;
c) Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan
kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris
yang bersangkutan.
Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan
menjadi 3 (tiga) macam yaitu:50
a) Sanksi reparatif
Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata
tertib hukum. Sanksi ini dapat berupa penghentian perbuatan
terlarang, kewajiban perubahan sikap/ tindakan sehingga
tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan
memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.
b) Sanksi punitif
Sanksi punitif bersifat menghukum dan merupakan beban
tambahan. Sanksi hukuman tergolong dengan pembalasan
dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada
pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-
pelanggar lainnya.
c) Sanksi regresif
Sanksi sebagai reaksi atau ketidaktaatan, dicabutnya hak atas
sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah
dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya
sebelum keputusan diambil.
4) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Kode Etik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan
tugas telah melanggar atau telah melakukan penyimpangan dari
jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi disiplin berupa tindakan
50 Ibid, hlm. 21
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sipil, sanksi administratif/sanksi kode etik Notaris.51 Peran
seorang profesional yang taat kode etik, memberikan suatu
kepercayaan terhadap kebutuhan masyarakat akan peningkatan
dari suatu kualitas kerja profesional.52 Tanggung jawab Notaris
terhadap kode etik Notaris dapat dilihat dari adanya
pelanggaran terhadap kode etik Notaris sehingga dapat merusak
citra, harkat dan martabat Notaris sebagai pejabat pembuat akta
otentik.
Pertanggung jawaban Notaris terkait dengan pelaksanaan
tugas dan jabatannya secara profesional, pada hakikatnya telah
diatur dan terikat dalam suatu ketentuan yang tertuang didalam
Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah
moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris
Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan
dan/ atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Khusus
bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-
nilai profesi yang harus ditaati oleh Notaris yaitu sebagai
berikut:53
a) Kejujuran;
b) Otentik;
c) Bertanggung jawab;
d) Kemandirian moral;
e) Keberanian moral.
Kode etik Notaris berlaku bagi serta wajib ditaati oleh
setiap anggota perkumpulan dan setiap orang yang
menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Dalam
51 Thea Farina, Sudarsono, A. Rahmad Budiono, Iwan Permadi, Legal Implication of Accuracy
Principles Negligence in Making Deed, Journal Academic Research International,
Volume 5(5), 2014, hlm. 343
52 Ignatius Ridwan Wihdyadharma, Hukum Profesi tentang Profesi Hukum, Imbar, Semarang,
2001, hlm. 51
53 Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris,
Kurator dan Pengurus), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4
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pembuatan akta selaku pejabat umum, Notaris menjalankan
tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang
dimaksud adalah kode etik, yang dimaksudkan untuk
menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan
pekerjaan professional, bermoral dengan motivasi dan
berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi
rasional dan kritis.54
2. Tinjauan tentang Kewajiban Ingkar
a. Pengertian dan Dasar Hukum Kewajiban Ingkar
Kewajiban ingkar ini telah melekat dalam jabatan Notaris sejak
yang bersangkutan mengangkat sumpah sebagai Notaris, bahkan sampai
yang bersangkutan telah pensiun sebagai Notaris. Kewajiban ingkar
atau disebut dengan versoningsplicht adalah suatu sumpah/ janji Notaris
kepada Tuhan, Negara, dan masyarakat dan dirinya sendiri untuk
merahasiakan akta dan keterangan lain atau informasi yang diperoleh
dari para penghadap yang berkaitan dengan akta serta pelaksanaan
tugas jabatan Notaris. Karena merupakan suatu kewajiban, maka jika
melanggarnya akan ada sanksi untuk Notarisnya. Bahwa Notaris
mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris,
tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada
Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan
semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di
hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.55
Ketentuan mengenai kewajiban ingkar dalam KUHPerdata
diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) yang menjelaskan :
“Semua orang yang cakap menjadi saksi, diharuskan
memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta
dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:
54 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hlm. 48
55 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN),
Sinergi Offset, Semarang, 2016, hlm. 41
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1) Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping
dalam derajat kedua atau sumenda dengan salah satu pihak.
2) Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan
dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri
salah satu pihak.
3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau
jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan
sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang
pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.
Selain itu ketentuan mengenai kewajiban ingkar juga diatur pada
Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang mengatakan:
1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabatnya atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari
kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang
hal yang dipercayakan kepada mereka.
2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut.
Pasal-pasal dalam PJN yang mengatur mengenai kewajiban
ingkar yaitu:
1) Pasal 4 ayat (2) UU No. 30 Th. 2004 menyebutkan:
“Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
‘Saya bersumpah/ berjanji:
Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik
Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang
Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah,
jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai
Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan
keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau
dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau
menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”
Kewajiban ingkar terletak dalam frasa “bahwa saya akan
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam
pelaksanaan jabatan saya”.
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2) Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Th. 2014 menjelaskan:
“Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib: merahasiakan
segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan
sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan
lain”.
3) Pasal 54 UU No. 2 Th. 2014 memaparkan:
“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau
memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan akta atau
kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada
akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.
b.  Hubungan Kewajiban Ingkar dan Rahasia Jabatan Notaris
Berkaitan dengan masalah rahasia jabatan Notaris, pada intinya
berisikan kewajiban Notaris merahasiakan isi akta, GHSL Tobing
menyatakan sebagai berikut:56
1) Bahwa para Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya apa
yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua apa
yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam
kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan
dalam akta-aktanya;
2) Bahwa hak ingkar dari para Notaris tidak hanya merupakan hak
(verschoningsrecht), akan tetapi merupakan kewajiban
(verschoningspicht), Notaris wajib untuk tidak bicara. Hal ini tidak
didasarkan kepada pasal 1909n sub 3 KUHPerdata, yang hanya
memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai
saksi, akan tetapi didasarkan kepada pasal 17 dan pasal 40 PJN;
3) Bahwa didalam menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak
ingkar dari para Notaris, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi
para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, dalam
arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun
56 Syafran Sofyan, “Notaris Openbare Amtbtenaren”, diakses dari:
http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtenaren-syafran
sofyan/, pada tanggal 21 Juli 2017, pukul 19.15 WIB.
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mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam
kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun dimuka pengadilan,
kecuali hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau
dalam hal-hal dimana untuk itu Notaris oleh sesuatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas
dari sumpah rahasia jabatannya.
Sehubungan dengan penjelasan GHSL Tobing tersebut maka
jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 4, 16 dan 54 UUJN maka jelas
bahwa untuk merahasiakan isi akta beserta hal-hal yang diberitahukan
kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta tersebut adalah
merupakan suatu kewajiban jabatan Notaris, sehingga dengan demikian
untuk mengundurkan diri sebagai saksi atau menolak untuk
memberikan keterangan sebagai saksi bukan hanya merupakan hak tapi
juga merupakan suatu kewajiban bagi Notaris. Jadi Notaris tidak hanya
mempunyai hak ingkar (verschongsrecht) akan tetapi juga mempunyai
kewajiban ingkar (verschoningssplicht).
Notaris yang tidak mampu menjalankan kewajiban ingkarnya,
artinya tidak merahasiakan akta dan keterangan lain yang menjadi
kewajibannya berkaitan dengan akta serta pelaksanaan tugas jabatan
Notaris telah ada sanksinya (sanksi administratif) yaitu:
1) Peringatan tertulis;
2) Pemberhentian sementara;
3) Pemberhentian dengan hormat; dan
4) Pemberhentian dengan tidak hormat.
Penerapan sanksi akan berjalan jika ada masyarakat yang pernah
membuat akta pada Notaris yang bersangkutan ternyata melaporkan
kepada Majelis Pengawas Notaris bahwa Notaris tersebut tidak mampu
untuk merahasiakan akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan
akta serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Sanksi-sanksi atas
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pelanggaran (apapun dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris) tersebut
akan diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai kewenangannya.57
3. Tinjauan tentang Akta Autentik
a.   Pengertian Akta Autentik
Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata akta
berasal dari bahasa Latin “acta” yang berarti “geschrift” atau
surat.58 Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut
“acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau
“deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:59
1) Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).
2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan
sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang
ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.
Akta adalah tulisan  yang ditanda tangani  oleh  para pihak
yang berkepentingan yang bertujuan menjadi alat bukti.60 M.
Yahya Harahap menjelaskan pengertian akta didalam bukunya
bahwa akta adalah suatu surat yang dibuat oleh pejabat umum
(Notaris) dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan
hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.61 R. Tresna
menyatakan bahwa pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang
ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau
hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian,
dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana
57 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Op. Cit, hlm. 41
58 Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123,
Edisi Desember 1995, hlm. 128
59 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 18
60 M.U Sembiring, Teknik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997, hlm. 3
61 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang
di Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,
hlm. 564
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dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.62 Akta terdiri dari 2 (dua)
macam apabila ditinjau dari cara pembuatannya yaitu akta autentik
dan akta dibawah tangan.
Akta termasuk kedalam bukti tulisan karena akta adalah
suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti dari
suatu perbuatan hukum. Selain akta juga terdapat bukti tulisan
berupa surat- surat lain yang bukan berbentuk akta seperti resi,
kuitansi dan lain-lain. Suatu bentuk tulisan dapat dikatakan sebagai
akta apabila:63
a) Surat tersebut ditandatangani;
b) Surat tersebut memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi
dasar suatu perikatan;
c) Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.
Pasal 1874 ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa akta
dibawah tangan yaitu sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan
dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-
surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan
yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Akta
dibawah tangan juga dapat diartikan sebagai akta yang sengaja
dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari
seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain akta dibawah
tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat
bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.64
Pasal 1869 KUHPerdata menjelaskan bahwa:
“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik,
baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum
yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya,
mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda
tangani oleh para pihak.”
62 R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 142
63 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju,
Bandung, 2011, hlm. 99-101
64 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan
Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 36
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Ketentuan didalam Pasal tersebut memuat ketentuan
bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti autentik dan hanya
memiliki kekuatan di bawah tangan dalam hal:
a) Pejabat umum tidak berwenang membuat akta itu;65
b) Pejabat umum tidak mampu atau tidak cakap membuat akta
itu;
c) Cacat dalam bentuknya.
Pasal 1 ayat (7) UU No. 2 Th. 2014 menjelaskan bahwa
Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata
cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik yang
dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh
mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam
kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan
secara jelas hak dan kewajiban, akan menjamin kepastian hukum,
dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.
Jadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan
pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh
siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan
sebaliknya.66
Dalam melaksanakan tugasnya Notaris memiliki asas
dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga
sah atau lebih dikenal dengan nama presumptio iustae causa,
artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku
secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak
sah. Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki
kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat
akta. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan
65 N. G. Yudara, Pokok-Pokok Kajian Bahasan di Seputar Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat
Bukti Tertulis yang Otentik, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 64
66 Endang Purwaningsih, Op. Cit, hlm. 328
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masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang
menyatakan sah ataunya tidaknya suatu surat apabila terjadi
pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya
memeriksa kelengkapan adminsitratif untuk membuat suatu akta.67
Dalam Pasal 1868 KUHPerdata menguraikan mengenai
pengertian akta autentik yaitu  akta yang dalam bentuk yang
ditentukan oleh Undang-Undang diperbuat oleh atau dihadapan
pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu
diperbuat. Pasal 165 HIR/ 285 RBG menyebutkan definisi tentang
akta autentik sebagai suatu surat yang dibuat menurut ketentuan
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa
untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua
belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat
hak daripadanya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu
dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai
pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya
sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok
dalam akta itu.68 Otentik atau Authentiek69dapat diartikan:
“Bersifat umum, bersifat jabatan, member pembuktian yang
sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam akta: Authentiek
Akte. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik
baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa
pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya.”
b. Syarat dan macam akta autentik
Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa “suatu akta
otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Apabila ketentuan
67 Ibid
68 Sutantio Retnowulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju,
Bandung, 1990, hlm. 1
69 NE. Algra, et. al, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia, Binacipta,
Jakarta, 1983, hlm. 87
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pasal tersebut tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai
kekuatan pembuktian dibawah tangan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Berdasarkan penjelasan Pasal 1868
KUHPerdata tersebut terkandung makna bahwa akta dikatakan
sebagai akta autentik itu adalah jika dibuat dalam bentuk yang
sudah ditentukan oleh undang-undang dan yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang untuk itu.
Menurut C. A. Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut :70
1) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk
dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana
disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat
yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh
atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan
saja;
2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal
dari pejabat yang berwenang;
3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus
dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya
(sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai
tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan
kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya);
4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai
sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam
menjalankan jabatannya;
5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat
adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.
Bentuk akta autentik adalah yang sudah ditentukan oleh
Undang-undang, hal ini dijabarkan dalam Pasal 38 UU No. 2 Th.
2014 yaitu:
70 Herlien Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003,
hlm 148
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“(1) Setiap akta terdiri atas:
a. Awal akta atau kepala akta;
b. Badan akta;
c. Akhir atau penutup akta.
(2) Awal akta atau kepala akta memuat:
a. Judul akta;
b. Nomor akta;
c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;
(3) Badan akta memuat:
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat
tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka
wakili;
b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari
pihak yang berkepentingan;
d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi
pengenal;
(4) Akhir atau penutup Akta memuat:
a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan.
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi
akta;
d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan
yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau
penggantian serta jumlah perubahannya.
(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan
pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.
Notaris dalam membuat akta dapat dibedakan antara lain:71
1) Akta yang dibuat oleh Notaris
Akta autentik yang dibuat oleh Notaris disebut akta pejabat
atau akta relaas (ambtelijke acte). Pengetian dari akta relaas
disini adalah akta yang dibuat oleh Notaris merupakan
71 Mulyoto, Kriminalisasi Notaris, Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT), Cakrawala
Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 40
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kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar
dan atau mendasar atas data-data/ dokumen yang disampaikan
kepada Notaris. Contoh akta relaas antara lain: Akta Undian,
Berita Acara Rapat (RUPS), dan Pernyataan Hak Mewaris.
2) Akta yang dibuat dihadapan Notaris
Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dapat disebut
juga partij akte atau akta pihak-pihak. Partij Akte adalah akta
yang dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak pihak-pihak/
penghadap/ atau para penghadap yang datang menghadap
Notaris untuk dibuatkan akta. Dalam hal demikian Notaris
hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut. Partij
Akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi
pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya
dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.72 Contoh
partij akte antara lain: Akta Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa
Menyewa PKR atas RUPS PT.
Perbedaan dari akta pejabat (relaas) dengan akta pihak
(partij) dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu :73
1) Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta partij (para
pihak) dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para
pihak meminta bantuan pejabat untuk memformulasikan
keinginan para pihak tersebut ke dalam sebuah akta;
2) Dalam akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang
yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu sedangkan akta
partij (para pihak), para pejabat pembuat akta sama sekali
tidak pernah memulai inisiatif;
3) Akta relaas berisi keterangan tertulis dari pejabat yang
membuat akta itu sendiri sedangkan akta partij (para pihak)
72 Mochammad Dja’is dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, Badan Penerbit
UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 154
73 Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak, Ctk. I, UI
Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 132
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berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang
membuat atau menyuruh membuat akta itu;
4) Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat,
kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan
kebenaran isi akta partij (para pihak) dapat diganggu gugat
tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.
c. Kekuatan pembuktian akta
Kekuatan pembuktian dari akta Notaris dapat dikatakan
bahwa tiap-tiap akta Notaris mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan
pembuktian ialah:74
1) Kekuatan pembuktian yang luar (uitwendige bewijskracht)
Kekuatan pembuktian yang luar ialah syarat-syarat formal
yang diperlukan agar supaya sesuatu akta Notaris dapat
berlaku sebagai akta otentik. Jadi kemampuan dari akta itu
sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik.
Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat
diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan, akta yang
dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang
benar-benar berasal dari orang terhadap siapa akta itu
dipergunakan, apabila yang menandatanganinya mengakui
kebenaran dari tanda tangannya itu atau dianggap sebagai telah
diakui oleh yang bersangkutan. Sepanjang mengenai kekuatan
ini yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak
mengurangi pembuktian sebaliknya maka akta partij dan akta
pejabat dalam hal ini adalah sama.75
2) Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht)
Kekuatan pembuktian formal ialah kepastian bahwa sesuatu
kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan
74 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta,
1982, hlm. 55
75 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, hlm. 55-59
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oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang
menghadap.
3) Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht)
Kekuatan pembuktian materiil ialah kepastian bahwa apa yang
tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah
terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang
mendapat hak yang berlaku untuk umum, kecuali ada
pembuktian sebaliknya. Sepanjang yang menyangkut kekuatan
pembuktian material dari suatu akta autentik, terdapat
perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan
didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan
sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari
akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap
setiap orang, yang menyuruh adakan/ buatkan akta itu sebagai
tanda bukti terhadap dirinya, akta itu mempunyai kekuatan
pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang
dimaksud dalam Pasal-Pasal 1870, 1871, dan 1875
KUHPerdata, antara pihak yang bersangkutan dan para ahli
waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan
pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang
tercantum dari akta itu, dengan pengecualian dari apa yang
tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang
dicantumkan didalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan
belaka dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan
yang menjadi pokok dalam akta itu.
Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang
mengikat mereka para pembuatnya, oleh karena itu syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata
mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terdiri dari syarat
subyektif yang meliputi syarat yang berkaitan dengan subyek yang
mengadakan perjanjian, yaitu kata sepakat dan cakap bertindak
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untuk melakukan suatu perbuatan hukum.76 Syarat yang kedua
adalah syarat obyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan
perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan
perbuatan hukum oleh para pihak yang terdiri atas suatu hal
tertentu dan sebab yang tidak dilarang.77
Apabila suatu akta Notaris merupakan akta autentik, maka
akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para
penghadap yang membuatnya, yaitu:78
1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah
mengadakan perjanjian tertentu;
2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam
perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu
kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah
mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai
dengan kehendak para pihak;
Undang-Undang memberikan pengakuan dan penghormatan
yang sedemikian tinggi terhadap akta autentik, dimana akta yang
dibuat oleh Notaris adalah akta autentik yang merupakan bukti
yang lengkap dan mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal
yang tertuang  didalam akta tersebut dianggap sebagai benar,
selama kebenarannya tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan
sebaliknya.79 Kedudukan akta Notaris tersebut merupakan nilai dari
sebuah pembuktian yang tidak dapat dituntut ganti rugi dalam
bentuk apapun. Tuntutan kepada Notaris akan timbul dalam mana
terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian atau pelanggaran
dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya dipihak Notaris
76 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011,
hlm. 68
77 Habib Adjie, Meneropong..,Op. Cit, hlm. 133
78 Salim HS, Op. Cit, hlm. 43
79 Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Edisi Pertama, Alumni, Bandung,
2004, hlm. 49
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yang bersangkutan kesalahan atau kelalaian yang dapat
dipertanggung jawabkan kepadanya.
4. Tinjauan tentang Majelis Kehormatan Notaris
a. Pengertian dan Sejarah MKN
Menurut Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016
tentang Majelis Kehormatan Notaris, dijelaskan bahwa:
“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang
mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan
Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau
penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses
peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan
pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris”.
Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016 tentang
Majelis Kehormatan Notaris menyebutkan Majelis Kehormatan
Notaris terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:
1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP)
2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW)
Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Th. 2004 menyatakan
bahwa:
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut
umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah berwenang :
1) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris; dan
2) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol
Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”
Berdasarkan pasal ini, sebelum adanya Majelis
Kehormatan Notaris, dahulu yang berwenang memeriksa
laporan aparat penegak hukum terkait panggilan terhadap
Notaris adalah Majelis Pengawas Daerah. Pemeriksaan Notaris
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oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan,
harus dilakukan dengan persetujuan oleh Majelis Pengawas
Daerah. Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas
yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan
kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris
ditingkat kabupaten atau kota.
Kewenangan tersebut menjadi hapus dengan adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)
Nomor 49/PUU-X/2012 yang amar putusannya berbunyi:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya:
a. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas
Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dapat
langsung mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa
perlu lagi “dengan persetujuan MPD”.
Pengesahan UU No. 2 Th. 2014 menciptakan institusi
baru pengganti Majelis Pengawas Daerah dengan fungsi yang
sama. Pada Pasal 66 UU No. 2 Th. 2014 tertulis bahwa:
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1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut
umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan
Notaris berwenang:
a. Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris.
2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita
acara penyerahan.
3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memberikan jawaban menerima atau menolak
permintaan persetujuan.
4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan
jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima
permintaan persetujuan.
b. Kewenangan dan Tugas MKNP
MKNP dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota
Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkumham
No. 7 Th. 2016 dijelaskan bahwa unsur-unsur daripada MKNP terdiri
dari:
1) Pemerintah;
2) Notaris;
3) Ahli atau akademisi.
MKNP ini beranggotakan 7 (tujuh) orang sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham No. 7 Th. 2016
yang terdiri dari:
1) 1 (satu) orang ketua;
2) 1 (satu) orang wakil ketua; dan
3) 5 (lima) orang anggota.
Ketua dan wakil ketua harus berasal dari unsur yang berbeda,
misalkan ketua dari unsur pemerintah sedangkan wakil ketua dari
unsur Notaris ataupun sebaliknya, ketua berasal dari unsur Notaris dan
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wakil ketua berasal dari unsur pemerintah. Para anggota bertugas
memilih ketua dan wakil ketua dari MKNP tersebut yang dilakukan
secara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tidak mencapai
kata sepakat maka dilakukan dengan cara pemungutan suara. Suara
yang terbanyaklah yang akan menang menjadi ketua dan wakil ketua.
Dalam Pasal 6 Permenkumham No. 7 Th. 2016 menerangkan
bahwa pengusulan anggota MKNP diajukan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Unsur pemerintah diajukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri sebanyak 2 (dua) orang;
b) Unsur Notaris diajukan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c) Unsur ahli atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum
perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program Magister
Kenotariatan sebanyak 2 (dua) orang.
Pada Pasal 14 Permenkumham No. 7 Th. 2016 dijelaskan
bahwa MKN dibantu oleh sekretariat MKN. Sekretariat MKNP
mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya
manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. Tempat kedudukan
kantor sekretariat MKNP ini berada di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Tugas MKNP seperti tercantum dalam Pasal 17 ayat (1)
Permenkumham No. 7 Th. 2016 adalah melaksanakan pembinaan
terhadap MKNW yang berkaitan dengan tugasnya. Selanjutnya fungsi
dari MKNP tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) Permenkumham No. 7
Th. 2016 yaitu melakukan pengawasan terhadap MKNW. MKNP
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi MKNW berdasarkan persetujuan Ketua MKNP.
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c. Kewenangan dan Tugas MKNW
Pasal 20 Permenkumham No. 7 Th. 2016 menjelaskan
mengenai kewenangan MKNW yang terdiri dari:
1) Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah  oleh penyidik, penuntut
umum, atau hakim;
2) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat
yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris;
3) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan,
penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau
protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua
MKNW membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak
3 (tiga) orang. Majelis Pemeriksa tersebut berwenang memeriksa dan
memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi
minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
dan pemanggilan Notaris. Setiap hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua MKNW yang akan
dikirimkan lagi kepada ketua MKNP sebagai laporan bulanan.
Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau
protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik,
penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang
terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua MKNW sesuai dengan
wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Lalu ketua MKNW wajib
memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap
permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
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hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dijelaskan
dalam Pasal 23 ayat (5) Permenkumham No. 7 Th. 2016 bahwa
apabila dalam jangka waktu melampaui 30 (tiga puluh) hari MKNW
belum mengeluarkan sebuah jawaban maka dianggap MKNW
menerima permintaan persetujuan.
Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 24  Permenkumham No. 7 Th. 2016, Majelis Pemeriksa
berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan
adanya permohonan dari aparat penegak hukum. Pemanggilan
terhadap Notaris tersebut dilakukan melalui surat  yang ditandatangani
oleh Ketua MKNW. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis
Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan. Apabila Majelis
Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan aparat penegak
hukum, Notaris wajib;
1) Memberikan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang
diperlukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim;
2) Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat dengan
dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh
Notaris dan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Pengambilan minuta akta dan/ atau surat-surat Notaris dalam
penyimpanan Notaris serta pemberian persetujuan kepada aparat
penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan dalam
pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:
1) Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta
dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum
pidana;
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3) Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu
pihak atau lebih;
4) Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;
dan
5) Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal
(antidatum).
MKNW dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan
dihadapan penyidik. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (2)
Permenkumham No. 7 Th. 2016.
Keanggotaan MKNW hampir sama dengan keanggotan dari
MKNP. Dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016
dijelaskan bahwa MKNW terdiri atas unsur :
1) Pemerintah;
2) Notaris;
3) Ahli atau akademisi.
MKNW beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
1) 1 (satu) orang ketua;
2) 1 (satu) orang wakil;
3) 5 (lima) orang anggota.
Ketua dan wakil ketua MKNW harus berasal dari unsur yang
berbeda sama halnya dengan MKNP. Ketua dan wakil ketua tersebut
dipilih oleh anggota MKNW yang dilakukan secara musyawarah.
Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka
dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hal tersebut tercantum
dalam Pasal 4 Permenkumham No. 7 Th. 2016.
Pasal 14 ayat (3) Permenkumham No. 7 Th. 2016 diterangkan
bahwa sekretariat MKNW mempunyai tugas memberikan dukungan
administrasi, teknis pemeriksaan dan penyusunan program kerja,
anggaran, dan laporan kepada MKN. Tempat kedudukan kantor
sekretariat MKNW berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
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Tugas MKNW seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat
(1) Permenkumham No. 7 Th. 2016 yaitu:
a) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan
oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim;
b) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam
penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
Pasal 18 ayat (2) Permenkumham No. 7 Th. 2016
menyatakan bahwa MKNW mempunyai fungsi melakukan pembinaan
dalam rangka yaitu:
a) Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan
profesi jabatannya;
b) Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan
kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
5. Teori Perlindungan Hukum
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi:
“Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut Albert Venn Dicey
terdapat 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan Rule
of Law yaitu:80
1) Supremasi hukum (supremacy of law) artinya tidak boleh ada
kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh
dihukum jika melanggar hukum;
2) Kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the
law/audi et alteram partem) baik bagi rakyat biasa atau pejabat
pemerintah;
3) Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang
(constitution based of human rights) atau putusan pengadilan.
Pada dasarnya manusia senantiasa menginginkan ketertiban
dan keteraturan, itulah sebabnya dikehendaki adanya peraturan-
peraturan hukum yang dapat dijadikan patokan/pedoman dalam
80 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Bina Aksara, Yogyakarta, 1987,
hlm. 2
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kehidupan bersama sehingga masing-masing anggota masyarakat akan
tahu hak dan kewajibannya, tahu mana yang patut dilakukan serta tahu
perbuatan-perbuatan mana yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu
diharapkan akan tercipta ketertiban dan keteraturan itu.81
Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 8
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman
kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK
atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang
diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang
seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis.82
Perlindungan hukum adalah unsur yang utama yang harus
ada dalam suatu negara. Didalam suatu negara ada suatu hubungan
antara negara dengan warga negaranya. Negara wajib memberikan
perlindungan hukum bagi warga negaranya dengan menciptakan suatu
produk hukum. Warga negara berhak atas suatu perlindungan dari
negara yang bersangkutan.
Hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk
menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran
hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar
wibawa tegaknya hukum terjaga. Undang-undang merupakan produk
hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dari
hal-hal yang dapat merugikan bagi kehidupan masyarakat.
Sebagaimana pernyataan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa
81 Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Press,
Yogyakarta, 2013, hlm. 17
82 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya,
1987, hlm. 2
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hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan
seperti undang-undang.83
Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari
perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya
hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai
subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta
lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.84
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai
atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama
manusia.85 Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah
dapat bersifat preventif dan represif, yaitu sebagai berikut:86
a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan
pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Notaris
sebagai pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan
tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang diberikan
Negara kepadanya untuk membuat suatu akta otentik guna
menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk
menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di
lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta
83 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan
Hukum, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 78
84 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
1989, hlm. 31
85 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta,
Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14
86 Ibid, hlm. 20
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otentik yang dibuat oleh Notaris, tidak jarang Notaris tersebut
dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena
dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan
pengingkaran akan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran
pihak dihadapan Notaris.
Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan
secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang
dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan
Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai
dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat
yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita
hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara
kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan
kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4
unsur :87
1) Kepastian hukum (Rechtssicherkeit);
2) Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit);
3) Keadilan hukum (Gerechtigkeit);
4) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).
Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta
autentik, Notaris akan sering mendapat masalah berkenaan dengan
akta autentik yang sedang atau telah dibuatnya. Tidak jarang Notaris
dipanggil untuk menjadi saksi terkait gugatan yang dilaporkan oleh
orang yang merasa dirugikan terhadap akta tersebut. Ketika aparat
hukum akan memanggil Notaris, tidak bisa serta merta dapat
memanggil Notaris untuk dimintai keterangan, tetapi harus
mengajukan permohonan persetujuan atau penolakan dahulu kepada
MKNW.
Seperti yang tercantum dalam Pasal 66 UU No. 2 Th. 2014
tertulis bahwa:
87 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43
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“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
1) Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris”.
Ketika Notaris diperiksa oleh MKNW sudah sesuai prosedur
pemanggilan tidak menjadi masalah, tetapi ketika MKNW langsung
menerbitkan Keputusan MKNW tanpa melakukan pemeriksaan
terlebih dahulu kepada Notaris dan ketika MKNW tidak memberikan
jawaban selama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja maka hal
tersebut menjadi masalah. Karena hal tersebut MKNW sudah tidak
lagi menjadi pelindung bagi Notaris. Jika hal tersebut terjadi Notaris
berhak untuk mengajukan banding terhadap Keputusan MKNW yang
merugikan Notaris yang bersangkutan tersebut.
Tetapi didalam Permenkumham No. 7 Th. 2016 tidak diatur
mengenai banding yang dapat dilakukan oleh Notaris. Maka dari itu
penulis ingin menganalisis pembahasan ini dengan menggunakan teori
perlindungan hukum. Jadi pada rumusan masalah pertama akan
menggunakan teori perlindungan hukum milik Philipus M. Hadjon
yaitu teori perlindungan hukum represif yaitu yang bertujuan untuk
menyelesaikan terjadinya sengketa yang mengakibatkan pemanggilan
dari aparat hukum kepada Notaris karena suatu dugaan tindak pidana
termasuk penanganannya ketika Notaris membutuhkan suatu
perlindungan hukum dari MKNW. Terkait rumusan masalah yang
kedua penulis juga menggunakan teori perlindungan hukum.
6. Teori Kepastian Hukum
Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John
Austin dan van Kan, menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah
semata- mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum
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sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan
tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum
semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak
dan kewajiban seseorang.88 Menurut Utrecht, kepastian hukum
mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang
bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum
bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya
aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja
yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu.89
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-undang yang berisis aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi bataan
bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap
individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.90
Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin
ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum
(peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut: 91
88 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 74
89 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
hlm 23
90 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158
91 Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi
Nilai, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm 94-95
59
1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas
mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan
peran alat-alatnya.
2) Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian
hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak
mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau
buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan
lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada
seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi
yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang
buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau
konkret. Namun demikian dalam praktiknya apabila kepastian
hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak
sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi
tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip
keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan
mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian
hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan
pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan
kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa
“summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya
adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat
menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan
merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang
paling substantif adalah keadilan.92
Kepastian hukum berfungsi sebagai penjamin suatu hukum
bagi orang yang memerlukannya. Didalam pemeriksaan yang
dilakukan oleh Majelis Pemeriksa terhadap Notaris karena adanya
permohonan pemanggilan Notaris oleh aparat hukum, Notaris dimintai
92 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59
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keterangan terkait apa saja yang disangkakan oleh aparat hukum.
Keadaan tersebut memaksa Notaris untuk memberikan informasi
kepada Majelis Pemeriksa. Disamping itu Notaris mempunyai sumpah
jabatan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 30 Th. 2004. Di
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Th. 2014 juga diterangkan
bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan
segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan
yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji
jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Diharapkan dengan
teori kepastian hukum dapat menentukan sebatas apa kepastian hukum
mengenai pemeriksaan Notaris serta penggunaan kewajiban ingkar
yang dapat digunakan Notaris dihadapan Majelis Pemeriksa.
B. Penelitian Yang Relevan
Tabel 1. Penelitian yang Relevan
No. Penulis Jenis
Peneltian/Tahun
Judul Fokus
1. I Gusti Agung
Oka Diatmika
Tesis/2014 Perlindungan
Hukum
Terhadap
Jabatan
Notaris
Berkaitan
dengan
Adanya
Dugaan
Malpraktik
Dalam Proses
Pembuatan
Akta Otentik
membahas
mengenai syarat
bagi seorang
Notaris dalam
melaksanakan
jabatannya
untuk membuat
akta yang
bersifat notariil
dan
perlindungan
hukum terhadap
Jabatan Notaris
melalui Majelis
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Kehormatan
Notaris dalam
hal adanya
dugaan
malpraktik yang
dilakukan oleh
Notaris dalam
pembuatan akta
otentik.
2. Laurensius
Arliman S
Tesis/2015 Pemanggilan
Notaris Dalam
Proses
Penegakan
Hukum oleh
Hakim Terkait
Akta yang
dibuatnya
Pasca
Perubahan
Undang-
Undang
Jabatan
Notaris
membahas
mengenai dasar
munculnya
pembentukan
Majelis
Kehormatan
Notaris dalam
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
2014 tentang
perubahan
Undang-Undang
Jabatan Notaris
Nomor 30
Tahun 2004 dan
pemanggilan
Notaris terhadap
akta yang
dibuatnya oleh
Hakim Pasca
Perubahan
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Undang-Undang
Jabatan Notaris
Nomor 2 tahun
2014.
3. Retno Bunga
Widowati
Tesis/2016 Tinjauan
Yuridis
terhadap
Kewajiban
Ingkar Notaris
atas Keputusan
Majelis
Kehormatan
Notaris
membahas
tentang upaya
hukum Notaris
atas keputusan
Majelis
Kehormatan
Notaris dalam
penggunaan
Kewajiban
Ingkar Notaris.
Berdasarkan uraian di atas maka ditemukan relevansinya dengan
penelitian ini pada pembahasan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris,
Kewajiban Ingkar dan Majelis Kehormatan Notaris. Letak kebaruan (novelty)
pada penelitian ini yaitu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang
merupakan organ baru sebagai pengganti dari Majelis Pengawas Daerah yang
sebelumnya diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris
Nomor 2 Tahun 2004 yang dalam prakteknya ketika melakukan pemeriksaan
terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana menemui beberapa
hambatan atau kendala serta bagaimana solusinya.
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C. Kerangka Berpikir
Notaris
Dugaan Tindak Pidana
Majelis Kehormatan Notaris
Bagan 1.  Kerangka Pemikiran
Teori:
1. Perlindungan Hukum
2. Kepastian Hukum
Implementasi bisa dilaksanakan dengan efektif
dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan
hukum kepada Notaris tanpa melanggar kewajiban
ingkar.
Implementasi
Hambatan dan Solusi
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
Pemeriksaan Notaris
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Keterangan:
Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik dan
kewenangan lainnya, seperti dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tugas yang diemban Notaris
mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta Notaris
dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa diantara para pihak,
persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan Notaris, dan
atas keterlibatan itu Notaris harus ikut bertanggungjawab atas apa yang telah
dilakukannya. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang
berkepentingan dengan akta tersebut, Notaris dapat dituntut antara lain secara
pidana.
Sebagaimana warga negara lainnya, Notaris dalam menjalankan
tugasnya juga membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan demi
tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum kepada Notaris penting
untuk dilakukan karena Notaris menjalankan sebagian dari kewenangan dari
negara untuk kepentingan umum.
Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 mengatur bahwa Majelis
Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut MKN) sebagai lembaga
perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila Notaris diduga melakukan
kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan suatu akta, maka aparat penegak
hokum (penyidik, penuntut umum atau hakim) harus meminta persetujuan dari
MKN untuk memanggil Notaris dalam hal dimintai keterangan. Menindak
lanjuti ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Th. 2014 mengenai MKN maka
dirumuskanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (untuk
selanjutnya disebut Permenkumham No. 7 Th. 2016).
Dengan disahkannya peraturan tentang MKN yaitu Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
tentang Majelis Kehormatan Notaris maka diharapkan dapat menjawab
berbagai pertanyaan antara lain mengenai bagaimana MKN melakukan
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pemeriksaan kepada Notaris yang menghadapi dugaan tindak pidana dalam
melaksanakan tugasnya.
Keputusan MKN sehubungan apakah akan memberikan persetujuan
atau penolakan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana oleh
penyidik, penuntut umum atau hakim, merupakan salah satu bentuk
perlindungan hukum bagi Notaris. Kemudian apabila Notaris merasa
dirugikan dengan keputusan MKNW belum jelas apakah Notaris bisa
mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Dengan demikian dalam pelaksanaan peraturan mengenai MKN masih
terdapat hambatan atau kendala dalam prakteknya sehingga dibutuhkan
solusinya agar pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan perlindungan
hukum dengan sepenuhnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah
yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan
jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan
atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang
bersangkutan.93 Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan
penulis adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang
berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bekerjanya
hukum dilingkungan masyarakat. Pada penelitian hukum empiris maka
yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan
dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.94
Pada penulisan tesis ini penulis membahas dan meneliti mengenai
implementasi pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Kehormatan
Notaris yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2016.
2. Sifat  Penelitian
Penelitian dalam penulisan hukum (tesis) ini bersifat deskriptif.
Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-
hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau dalam
93 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 43
94 Ibid, hlm. 52
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kerangka penyusun teori baru.95 Penelitian bersifat deskriptif yang
dimaksud adalah yang menggambarkan atau bersifat sistematis dan
menyeluruh mengenai Implementasi Pemeriksaan terhadap Notaris oleh
Majelis Kehormatan Notaris yang diduga melakukan tindak pidana
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan (approuch) yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini adalah suatu cara penelitian
yang menghasilkan data deskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang
diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.96
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus
disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan
permasalahannya masih bersifat umum maka penentuan lokasi penelitian
perlu mempertimbangkan ketersediaan data lokasi yang bersangkutan.97
Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar lingkup permasalahan
yang diteliti lebih sempit dan terfokus sehingga penelitian yang dilakukan
lebih terarah. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor-kantor Notaris
yang Notarisnya menjabat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta strategis berada diantara
kota besar lainnya. Sebagai wilayah yang terus berkembang, kebutuhan
masyarakat akan jasa pelayanan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta
juga meningkat sehingga dengan kondisi ini tidak menutup kemungkinan
terjadi dugaan melakukan tindak pidana oleh Notaris yang memerlukan
95 Ibid, hlm. 10
96 Ibid, hlm. 250
97 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta, 2010, hlm. 170
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pemeriksaan dari organ yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun
2016 yaitu Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini adalah Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).
5. Jenis dan Sumber Data Penelitian
a. Jenis Data Penelitian
Menurut jenisnya data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer
dan data sekunder.
1). Data Primer
Data primer atau data dasar (primary data atau basic data)
merupakan data yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh
secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga
diharapkan dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek
yang diteliti. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama yaitu orang yang dijadikan informan.
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memperoleh
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi
ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang
penelitian.98 Adapun sumber data primer ini adalah para Notaris
yang menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan
berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2). Data Sekunder
Data sekunder (secondary data) merupakan keterangan-keterangan
atau pengetahuan-pengetahuan yang secara tidak langsung
diperoleh dari bahan bacaan melalui studi kepustakaan, misalnya
dokumen, laporan, catatan dan lain-lain yang digunakan sebagai
penunjang dan pelengkap data primer guna mempertajam
pemaparan serta pembahasan mengenai implementasi pemeriksaan
Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan melakukan
98 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm.
42
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tindak pidana berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016.
b. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat
diperoleh.99 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara
langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang
diperoleh langsung dari responden yang berupa keterangan atau
fakta-fakta.100 Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan
pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu
mengenai implementasi pemeriksaan Notaris atas dugaan
melakukan tindak pidana oleh Majelis Kehormatan Notaris.
Narasumber yang memberikan kontribusi dalam penelitian ini
adalah:
a) Bapak Mochamad Ikhwanul Muslimin, S.H., Notaris/PPAT
berkedudukan di Kabupaten Sleman selaku Wakil Ketua
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;
b) Bapak Mustofa, S.H., Notaris/PPAT berkedudukan di Kota
Yogyakarta selaku Anggota Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
c) Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., Notaris/PPAT berkedudukan
di Kabupaten Sleman selaku Anggota Majelis Kehormatan
Notaris Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
d) Bapak AKBP Beja, S.H.,M,H.Li., selaku Anggota Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;
99 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,Rineka Cipta, Jakarta,
2006, hlm. 129
100 Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 12
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e) Ibu Sudi Wastuti, S.H., selaku Sekretaris Majelis Kehormatan
Notaris Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan
bersifat melengkapi, menunjang dan mendukung data primer yang
diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dari
penelitian ini diperoleh dari studi pada dokumen yang tersedia
berupa bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang
dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang
berlaku.101 Dalam penelitian ini data tersebut meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :
a). Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-
undangan dan catatan resmi, risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:
1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian
Uang;
3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris;
4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang
101 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16
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Susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota,
pemberhentian anggota dan tata kerja Majelis Pengawas;
6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis
Kehormatan Notaris;
7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
702/SIP/1973.
11) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
49/PUU-X/2012.
b). Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu: buku-buku
ilmiah, makalah-makalah, pendapat para sarjana, kasus-kasus
hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terkini yang
berkaitan dengan topik penelitian.
c). Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan
memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum
lainnya. Misalnya ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam
penelitian ini adalah :
1). Metode Pengumpulan Data Primer
Yaitu melakukan wawancara (interview) kepada narasumber yang
berkaitan dengan penelitian ini. Dengan memakai panduan wawancara
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maka wawancara menjadi lebih terarah dan akurat  dalam menggali data
selengkap mungkin tetapi tidak terkesan kaku. Wawancara merupakan
suatu proses interaksi dan komunikasi secara langsung dan bertatap
muka antara pewawancara dengan narasumber yang diwawancarai.
Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau
tanya jawab dilakukan secara bebas, yang terpenting peneliti
mendapatkan data yang dibutuhkan.102
2). Metode Pengumpulan Data Sekunder
Yaitu dengan melakukan studi pustaka yang meliputi mengumpulkan
bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian kemudian dibaca
dan dipahami. Bahan-bahan hukum yang penulis kumpulkan meliputi
peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, tulisan ilmiah,
artikel, jurnal serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti penulis dan hasil penelitian lainnya yang
mendukung data primer.
7. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan
data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.103
Tekhnik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif.
Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati dengan analisis model interaktif (interactive
model of analysis). Adapun model analisis model interaktif tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:104
102 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 201
103 Lexy J. Moleong, Op Cit, hlm. 103
104 H.B. Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis, Pusat
Penelitian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2002, hlm. 120
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Bagan 2. Tekhnik Analisis Data
Keterangan:
1) Reduksi Data
Merupakan bagian dari proses seleksi, pemfokusan dan
penyederhanaan dari data-data sedemikian rupa sehingga kesimpulan
akhir penelitian dapat dilakukan.
2) Penyajian Data
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk
narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat
menjawab kesimpulan dan verifikasi.
3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Dalam pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami arti
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan,
Pengumpulan Data
Reduksi Data Sajian Data
Penarikan Kesimpulan /
Verifikasi
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peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan atau
konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat dan berbagai
proposisi kesimpulan yang diverifikasi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris yang diduga
melakukan Tindak Pidana berdasarkan Permenkumham Nomor 7
Tahun 2016
1. MKNW sebagai Institusi Pemberi Keputusan dalam hal
Pemanggilan Notaris oleh Aparat Hukum
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan
Undang-Undang lainnya”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UUJNP
dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu yang
dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris sebagai Pejabat Umum
merupakan  profesional yang keterangan-keterangannya seharusnya
dapat dipercaya yang tanda tangan serta segelnya dapat memberikan
jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat, sekaligus sebagai pihak
independen dalam penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya.105
Seorang Notaris, berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan
merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan
oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang
yang berkepentingan.
Pelaksanaan tugas dan jabatan seorang Notaris dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang
105 Endang Purwaningsih, Op. Cit, hlm. 324
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Pelaksanaan Jabatan Notaris. Pelayanan Jabatan Notaris maksudnya
adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan
kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya
hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan-kepentingan tersebut
diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga
mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta
Notaris.106
Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum
yang bertugas membuat akta otentik, bisa jadi berurusan dengan proses
hukum baik ditahap penyidikan, penyelidikan, maupun persidangan.
Akta autentik yang dibuat oleh Notaris terkadang dipermasalahkan oleh
salah satu pihak atau oleh pihak lain yang dianggap telah merugikan
kepentingannya. Notaris dianggap merugikan kepentingan salah satu
pihak terkait dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan, ataupun
kehadiran salah satu pihak dihadapan Notaris, bahkan adanya dugaan
keterangan palsu di dalam akta autentik tersebut. Pihak yang merasa
dirugikan tersebut akan menghubungi pihak yang berwenang yaitu aparat
penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Lalu aparat
penegak hukum akan memanggil Notaris untuk dimintai keterangan
terkait kasus yang sedang ditanganinya.
Aparat penegak hukum dalam pemanggilan Notaris tidak serta
merta dapat secara langsung memanggil Notaris yang bersangkutan
untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aparat penegak hukum yang akan
memanggil Notaris harus melalui suatu institusi yang berwenang menjadi
perantara antara aparat penegak hukum dengan Notaris dalam hal
pemanggilan Notaris. Institusi yang berwenang saat ini dalam hal
menjadi perantara antara aparat penegak hukum dengan Notaris adalah
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
Jadi apabila aparat penegak hukum hendak memanggil Notaris
maka harus mengajukan permohonan kepada MKNW dan MKNW akan
106 Muhammad Adam, Op. Cit, hlm. 45
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memeriksa Notaris yang bersangkutan untuk menjawab permohonan dari
aparat penegak hukum apakah menyetujui atau menolak permohonan
tersebut. Hal ini mengartikan bahwa Majelis Kehormatan Notaris
mempunyai kewenangan yang sangat kuat untuk memberikan
perlindungan hukum kepada Notaris dan berperan sebagai penyaring
terhadap tindakan dari aparat hukum yang akan melakukan pemanggilan
untuk proses hukum kepada Notaris.
Menurut keterangan Mochamad Ikhwanul Muslimin: Apabila
aparat hukum melakukan pemeriksaan atau penyidikan kepada Notaris
yang diduga melakukan suatu tindak pidana sehubungan dengan jabatan
Notaris tanpa permintaan persetujuan dari MKNW, maka penyidikan
tersebut ilegal sehingga di pengadilan dapat dibatalkan107.
Notaris tidak bisa diperiksa secara langsung oleh aparat penegak
hukum karena Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk
terhadap prinsip Equality Before The Law sepanjang dalam menjalankan
jabatannya telah mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang.
Equality before the law (perlakuan sama dihadapan hukum) adalah pilar
utama dari bangunan Negara Hukum (state law) yang mengutamakan
hukum di atas segalanya (supreme of law). Untuk menjadi orang yang
dikecualikan dari prinsip equality before the law, tentu saja harus
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dibuat sesuai standar
pemenuhan nilai-nilai sebagai “nobile person” (orang yang terhormat).
Salah satunya adalah Notaris yang dalam Pasal 1868 KUHPerdata,
dikenal sebagai Pejabat Umum (Openbare Ambtenaren) dan telah
dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris. Didalam sebuah penyidikan yang perlu diperiksa adalah
substansi dari akta tersebut, bukan pribadi dari Notaris. Apabila Notaris
dipanggil dalam kapasitas pribadi maka prinsip Equality Before The Law
berlaku, tetapi apabila Notaris dipanggil berkenaan dengan pemeriksaan
substansi suatu akta maka prinsip Equality Before The Law tidak berlaku.
107 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 10.15 wib di D.I. Yogyakarta
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Maka dari itu jika aparat penegak hukum akan memanggil Notaris untuk
dimintai keterangan terkait substansi dari sebuah akta maka harus
mengajukan permohonan tertulis kepada MKNW sehingga MKNW dapat
menilai patut atau tidaknya Notaris dipanggil oleh aparat penegak
hukum.
Mustofa memberikan pendapat yang sama berkenaan dengan
pemanggilan Notaris oleh aparat hukum: Apabila Notaris dipanggil
karena dugaan melakukan tindak pidana secara pribadi bukan atas nama
jabatan Notaris atau berhubungan dengan tugas jabatan Notaris, maka
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak akan memberikan
perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan melainkan akan
membiarkan Notaris tersebut atas nama pribadi bertanggung jawab atas
tindakan pidana yang diduga dilakukannya. Karena apa yang dilakukan
Notaris tersebut justru tidak sesuai dengan frase ‘kehormatan’ pada
akronim dari MKN yang seharusnya Notaris menjaga harkat, martabat,
kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris bukan merusak nama dan
marwah dari jabatan Notaris108.
Jumlah Notaris yang diperiksa oleh MKNW Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sejak berlakunya Permenkumham Nomor 7 Th.
2016 adalah sebagai berikut:109
1) Tahun 2016:   4 (empat) Notaris;
2) Tahun 2017:  19 (sembilan belas) Notaris;
3) Tahun 2018:  22 (dua puluh dua) Notaris.
Perincian penolakan atau persetujuan untuk pemeriksaan Notaris adalah:
a) Permohonan untuk pemeriksaan Notaris yang disetujui oleh
Majelis Pemeriksa berjumlah 30 (tiga puluh) permohonan;
b) Permohonan untuk pemeriksaan Notaris yang ditolak oleh Majelis
Pemeriksa berjumlah 15 (lima belas) permohonan.
Alasan penolakan, antara lain:
108 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 April 2018 pukul 13.53 wib di D.I. Yogyakarta
109 Data diperoleh dari Sudi Wastuti, Sekretaris MKNW Provinsi D.I. Yogyakarta
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a. Produk akta yang dikeluarkan oleh Notaris tidak ada kaitannya
dengan pokok perkara yang dilaporkan;
b. Produk akta yang dikeluarkan oleh Notaris sudah dibuat sesuai
prosedur dan peraturan yang berlaku.
Instansi yang meminta persetujuan permintaan Notaris, yaitu:
1) Kepolisian:
a) Polda D.I. Yogyakarta      : 29
b) Poltabes D.I. Yogyakarta  :  1
c) Polres Sleman                   : 8
d) Polres Gunung Kidul        :  1
e) Polres Kulon Progo           : -
f) Polres Bantul                     : -
2) Polisi Militer: :  1
3) Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta :  2
4) Polda Jawa Timur                           :  1
5) Bareskrim                                        :  2
Jumlah                                             : 45
Sebelum adanya UU No. 2 Th. 2014 yang melahirkan institusi
baru yaitu MKN, untuk kepentingan peradilan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum dalam hal pemanggilan Notaris harus mendapat
persetujuan dari MPD. Didalam Pasal 66 UU No. 30 Th. 2004
menyebutkan mengenai kewenangan MPD dalam hal pengambilan
fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta
akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil
Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang
dibuatnya atau mengenai protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris. Pengaturan lebih lanjut mengenai MPD selain
yang terdapat dalam UU No. 30 Th. 2004 juga terdapat dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2015 tentang Susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota,
pemberhentian anggota dan tata kerja Majelis Pengawas.
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Kewenangan MPD yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UU No.
30 Th. 2004 tersebut hapus dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012.
Pada tahun 2014 disahkanlah UU No. 2 Th. 2014. Salah satu
revisi dengan adanya Undang-undang baru tersebut adalah memperbaiki
Pasal 66 ayat (1) yang sebagian frasanya hapus oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012. UU No. 2 Th.
2014 menciptakan institusi baru yang menggantikan peran MPD dalam
hal pemanggilan Notaris yang ada dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Th.
2014 yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Peran MPD yang terdapat dalam
Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Th. 2004 digantikan oleh MKN sehingga
Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 berbunyi:
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau
hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
a) Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris;
b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.”
Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 30 Th. 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut mewajibkan
bagi aparat penegak hukum yang akan memanggil Notaris untuk dimintai
keterangan lebih lanjut harus meminta persetujuan kepada MKNW.
Pengaturan lebih lanjut mengenai MKN terdapat dalam Permenkumham
No. 7 Th. 2016.
MKN adalah bentukan Menteri seperti yang tertera dalam Pasal
66A ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 yang berbunyi “dalam melaksanakan
pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan notaris”. Kemudian
diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 7 Th.
2016 yaitu bahwa “Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh
Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia”. Jadi
dalam hal ini MKN Pusat lah yang merupakan bentukan Menteri,
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sedangkan MKN Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkumham No. 7
Th. 2016. Arti Menteri disini telah diterangkan dalam Pasal 1 ayat (14)
UU No. 2 Th. 2014 yang menyatakan bahwa “Menteri adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum”. Dan
juga disebutkan arti Menteri didalam Pasal 1 ayat (7) Permenkumham
No. 7 Th. 2016 yang menyatakan bahwa “Menteri adalah Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi
manusia”.
Keterangan tentang jumlah dan unsur keanggotaan MKN dibahas
dalam UU No. 2 Th. 2014 yang terdapat dalam Pasal 66A ayat (2) yang
berisi “Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 orang terdiri atas unsur:
a). Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b). Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
c). Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang”
Mengenai keanggotaan MKN lebih lanjut dibahas secara lengkap
dalam Permenkumham No. 7 Th. 2016 yang terdapat dalam Bab II
tentang Susunan Organisasi Majelis Kehormatan Notaris Bagian Kesatu
yaitu susunan keanggotaan yang terdiri dari Pasal 2 sampai dengan Pasal
4.
Pada Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016 membagi
MKN menjadi 2(dua) yaitu yang terdiri dari:
a). Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP); dan
b). Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).
Terkait pembagian tugas antara MKNP dan MKNW tercantum
didalam Pasal 17 dan Pasal 18 Permenkumham No. 7 Th. 2016. Pasal 17
Permenkumham No. 7 Th. 2016 menjelaskan mengenai tugas daripada
MKNP yaitu melaksanakan pembinaan terhadap MKNW yang berkaitan
dengan tugasnya. Sedangkan fungsi MKNP adalah melakukan
pengawasan terhadap MKNW. Tugas MKNP hanya sekedar memberikan
pembinaan dan pengawasan terhadap MKNW yang berhubungan dengan
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tugas daripada MKNW. Tugas tersebut tidak lebih berat dibandingkan
dengan tugas MKNW yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1)
Permenkumham No. 7 Th. 2016. Disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa
tugas MKNW meliputi:
a) Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan
oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
b) Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam
penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
Adapun fungsi MKNW tercantum dalam Pasal 18 ayat (2)
Permenkumham No. 7 Th. 2016 yaitu melakukan pembinaan dalam
rangka:
a) Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan
profesi jabatannya;
b) Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan
kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
Berkaitan dengan tugas MKNW tersebut dalam Pasal 18 ayat
Permenkumham No. 7 Th. 2016 di atas, maka semua menjadi
kewenangan MKNW, dan MKNP tidak mempunyai kewenangan seperti
MKNW. Dan juga MKNW sesuai ketentuan  Pasal 18 ayat (2)
Permenkumham No. 7 Th. 2016 mempunyai fungsi untuk melakukan
pembinaan terhadap Notaris.110
Mengenai perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dengan
MKN kurang dijelaskan didalam peraturan yang ada. Dalam Pasal 66A
ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 menerangkan bahwa “dalam melaksanakan
pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris”.
Pembinaan yang dilakukan oleh MKN dijelaskan juga didalam
pengertian MKN yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham
No. 7 Th. 2016 yang menyebutkan:
110 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Op. Cit, hlm. 7
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“Majelis Kehormatan  Notaris adalah suatu badan yang
mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris
dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk
kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan
fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris
yang berada dalam penyimpanan Notaris”.
Pasal 1 ayat (3) Permenkumham No. 7 Th. 2016 menjelaskan
bahwa “Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis
Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Notaris”. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis
Pengawas Notaris ditegaskan kembali didalam Pasal 67 ayat (2) UU No.
2 Th. 2014 yang menerangkan bahwa “dalam melaksanan pengawasan
Menteri membentuk Majelis Pengawas.
Dengan demikian terhadap Notaris ada satu institusi yang
melakukan pengawasan terhadap Notaris yaitu MPD dan ada dua institusi
yang melakukan Pembinaan yaitu MPN dan MKN. Dalam bukunya,
Habib Adjie dan Muhammad Hafidh berpendapat bahwa Pengawasan
terhadap Notaris selama ini telah berjalan sejak UUJN lahir, sehingga
tidak perlu lagi MKN melakukan pengawasan, MKN cukup
melaksanakan kewenangannya saja melakukan pembinaan. Harus
ditegaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh MPN berkaitan
dengan kewenangan MPN dan pembinaan yang dilakukan oleh MKN
berkaitan dengan kewenangan MKN.111
Didalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No. 7 Th.
2016 yang telah diterangkan di atas, membahas mengenai tugas dan
fungsi dari MKNW yang terdiri dari 2 (dua) tugas. Selain tugas dan
fungsi daripada MKNW adapun kewenangan daripada MKNW yang
tercantum dalam Pasal 20 Permenkumham No. 7 Th. 2016, yaitu:
111 Ibid, hlm. 15
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a) Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan
kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik,
penuntut umum atau hakim;
b) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris
dalam penyimpanan Notaris; dan
c) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam
penyidikian, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan
dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan Notaris.
Antara tugas dan kewenangan mempunyai arti yang berbeda.
Tugas adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang
pada suatu jabatan tertentu.112 Sedangkan pengertian kewenangan
menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut
kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif
(diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.
Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang
tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu
yang bulat. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum
publik.113
Menurut Muchsan, kewenangan dari aparat dibagi 2 macam
yaitu:114
a) Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil)
Kewenangan ini adalah kewenangan yang diberikan secara
langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan
112 M. Manullang, Manajemen Personalia Edisi 3, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
2006, hlm. 107
113 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 27
114 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 44
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atributif bersifat permanen atau tetap ada selama undang-
undang mengaturnya. Misalnya Presiden berhak membuat
Rancangan Undang-undang (RUU). Kewenangan ini secara
langsung diberikan oleh Peraturan perundang-undangan yakni
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Gubernur berhak membuat
Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam UU No. 32
Tahun 2004. Keabsahan dari kewenangan ini tidak perlu
dipertanyakan karena sumbernya dari peraturan perundang-
undangan.
b) Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil)
Kewenangan ini adalah kewenangan yang peroleh karena
pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non
atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang
berwenang telah menariknya kembali. Misalnya penerbitan izin
oleh Bupati atau Kepala Daerah seharusnya dilakukan oleh
Bupati itu sendiri, namun pada saat Bupati tersebut tidak
ditempat, maka dapat diwakilkan pada Wakil Bupati sebagai
penjabat sementara.
Permenkumham No. 7 Th. 2016 menyebutkan adanya
kewenangan dari MKNW, tetapi terkait kewenangan dari MKNP tidak
ada peraturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai kewenangan
MKNP diluar tugas dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1)
dan (2) Permenkumham No. 7 Th. 2016. Peran MKNP selain tugas dan
fungsi yang telah disebutkan di atas adalah MKNP setiap bulan
menerima laporan dari MKNW yang wajib dikirim oleh MKNW. Hal ini
terdapat dalam Pasal 21 ayat (7) Permenkumham No. 7 Th. 2016. Disini
peran serta MKNP sangat sedikit sekali dibandingkan dengan tugas dan
wewenang dari MKNW.
Ketika Pasal 66 UU No. 30 Th. 2004 dahulu masih berlaku, yang
berwenang terkait permintaan permohonan pemanggilan Notaris yang
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dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah MPD dimana pasal tersebut
mengatakan:
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,
atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah
berwenang :
a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan  pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris
yang berada dalam penyimpanan Notaris.”
Ketentuan yang ada didalam Pasal 66 UU No. 30 Th . 2004
mutlak kewenangan yang hanya dimiliki MPD, sedangkan MPW dan
MPP tidak berwenang untuk itu. Saat ini dengan adanya Undang-undang
mengenai jabatan Notaris yang baru, kewenangan tersebut tidak lagi
milik MPD melainkan merupakan kewenangan milik MKN yang terdapat
dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014.
Sekarang kewenangan MPD hanya yang terdapat dalam Pasal 70
dan Pasal 71 UU No. 30 Th. 2004 dimana Pasal 70 UU No. 30 Th. 2004
berisi:
“Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya
dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran
pelaksanaan jabatan Notaris;
b) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris
secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau
setiap waktu yang dianggap perlu;
c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6
(enam) bulan;
d) Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan
usul Notaris yang bersangkutan;
e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris
yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah
berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai
pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat
sebagai pejabat Negara;
g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya
dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran
ketentuan dalam Undang-Undang ini;
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h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf
e, huruf f, huruh g kepada Majelis Pengawas Wilayah”.
Sedangkan Pasal 71 UU No. 30 Th. 2004 berisi:
“Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:
a) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol
Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah
akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan
yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya
kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan
tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi
Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
c) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
d) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan
daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
e) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan
menyampaikan hasil pemeriksaaan tersebut kepada Majelis
Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari,
dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris
yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan
Organisasi Notaris.
f) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan
penolakan cuti.”
Selanjutnya mengenai wewenang MPD yang bersifat
administratif telah diatur didalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2015 tentang Susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota,
pemberhentian anggota dan tata kerja Majelis Pengawas.
Mengenai permohonan banding, Notaris hanya boleh mengajukan
banding terhadap keputusan MPD kepada MPW terkait dengan
keputusan penolakan cuti saja seperti yang terdapat di dalam Pasal 71
ayat (f) UU No. 30 Th. 2004. Permohonan banding tersebut diserahkan
kepada MPW melalui MPD. Didalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 2 Th.
2014 menyebutkan kewenangan MPW yaitu:
“Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
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a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan
mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat
disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a:
c) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1
(satu) tahun;
d) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas
Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris
pelapor;
e) Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun
peringatan tertulis;
f) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada
Majelis Pengawas Pusat berupa:
1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6
(enam) bulan; atau
2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
Seperti yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (1d) UU No. 2 Th.
2014 dijelaskan bahwa MPW menerima banding dari Notaris melalui
MPD mengenai penolakan cuti. MPW juga berkewajiban menyampaikan
pengajuan banding dari Notaris kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi
dan penolakan cuti seperti yang tercantum dalam  Pasal 75 ayat (b) UU
No. 30 Th. 2004. Dengan adanya hal itu maka MPP wajib memeriksa dan
mengambil keputusan banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan
cuti yang diajukan oleh Notaris melalui MPW. Sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 77 UU No. 30 Th. 2004:
“Majelis Pengawas Pusat berwenang:
a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil
keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi
dan penolakan cuti;
b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan
tidak hormat kepada Menteri.”
Dalam ketentuan mengenai Majelis Pengawas Notaris dalam hal
banding, Notaris hanya boleh mengajukan banding baik dari MPD ke
MPW maupun dari MPW ke MPP atas hal penolakan cuti dan penjatuhan
sanksi. Selain permasalahan tersebut Notaris tidak dapat mengajukan
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banding kepada Majelis yang setingkat lebih tinggi. Seperti yang
diterangkan dalam Pasal 73 ayat (2) UU No. 2 Th. 2014 yaitu
“Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final”. Dengan adanya
frasa tersebut maka Keputusan MPW tidak dapat dirubah lagi karena
Perundang-undangan telah mengatur mengenai hal tersebut.
2. Majelis Pemeriksa dan Syarat Pemanggilan Notaris
Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap
permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam
pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan terhadap
permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan dalam minuta akta atau protokol Notaris yang
berada dalam penyimpanan Notaris adalah MKNW. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 21 ayat (5) Permenkumham No. 7 Th. 2016 yang
menyebutkan bahwa:
“Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan
persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut
umum atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan
surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol
Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”
Pasal 12 Permenkumham No. 7 Th. 2016 menyebutkan bahwa
dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh
Majelis Pemeriksa dan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris. Selain
itu di Pasal 21 ayat (1) dijelaskan pula bahwa:
“(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis
Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang, yang
terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah”.
Istilah Majelis Pemeriksa tidak muncul dalam Ketentuan Umum
Bab I Permenkumham No. 7 Th. 2016, tetapi Majelis Pemeriksa
disebutkan dan ada dalam Pasal 21 dan bersifat ad hoc, yaitu hanya
dibentuk jika akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Ketua
MKNW membentuk Majelis Pemeriksa bersifat ad hoc, yang
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beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota
MKNW. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2-4) Peremenkumham No. 7 Th.
2016, Majelis Pemeriksa terdiri atas:
a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b) 2 (dua) orang anggota
Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1
(satu) sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan
diterima.
Dijelaskan juga dalam Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 7
Th. 2016 bahwa “dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa
berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya
permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim”. Dalam Pasal 21
ayat (5) Permenkumham No. 7 Th. 2016 disebutkan mengenai
kewenangan Majelis Pemeriksa hanya dalam hal yang terkait
pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada
minuta akta dan/atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris. Lalu dilengkapi oleh Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 7
Th. 2016 dimana Majelis Pemeriksa juga berwenang melakukan
pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan permohonan dari aparat
penegak hukum.
Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang
mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat,
serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga. Apabila
terjadi hal demikian menurut Pasal 22 Permenkumham No. 7 Th. 2016,
maka Ketua MKNW menunjuk penggantinya.
Tata urutan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris
apabila aparat penegak hukum mengajukan permohonan pemanggilan
Notaris kepada MKNW yaitu:
a. Pengajuan permohonan
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Pada Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016
dijelaskan bahwa:
“permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau
protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik,
penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan
yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja
Notaris yang bersangkutan”.
Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang
bersangkutan. Tata penulisan permohonan pemanggilan
terdapat dalam Pasal 23 ayat (3) Permenkumham No. 7 Th.
2016, yaitu terdiri dari:
1) Nama Notaris;
2) Alamat kantor Notaris;
3) Nomor akta dan/ atau surat yang dilekatkan pada
minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan
Notaris;
4) Pokok perkara yang disangkakan.
b. Pembentukan Majelis Pemeriksa
Setelah aparat hukum mengajukan permohonan kepada
MKNW, lalu MKNW membentuk Majelis Pemeriksa seperti
yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Permenkumham No. 7
Th. 2016. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
laporan diterima. Dalam Pasal 22 Permenkumham No. 7 Th.
2016 dijelaskan:
1) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai
hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa
pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai
dengan derajat ketiga;
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2) Dalam hal Majelis pemeriksaan mempunyai hubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.
c. Pemanggilan Notaris oleh Majelis Pemeriksa
Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016 menyatakan
bahwa Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan
terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari
penyidik, penuntut umum atau hakim, pemanggilan Notaris
dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua
MKNW. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat
dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang
segera disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan
terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima)
hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Notaris wajib hadir
memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh
diwakilkan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (6)
Permenkumham No. 7 Th. 2016 bahwa apabila Notaris tidak
hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua)
kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil
keputusan terhadap permintaan aparat hukum. Dalam
melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1
(satu) sekretaris.
d. Hasil pemeriksaan
Dalam Pasal 23 ayat (4) Permenkumham No. 7 Th. 2016
menerangkan bahwa “ ketua Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan”. Apabila dalam jangka waktu
tersebut terlampaui, maka dianggap MKNW menerima
permohonan pemanggilan Notaris yang telah diterangkan juga
dalam Pasal 23 ayat (5) Permenkumham No. 7 Th. 2016. Pasal
93
25 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016 menerangkan
bahwa Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau
penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris
yang bersangkutan. Setiap hasil pemeriksaan Majelis
Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua MKNW lalu Ketua
MKNW wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua
MKNP. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (6) dan
ayat (7) Permenkumham No. 7 Th. 2016.
Dalam pemeriksaan terhadap Notaris, Majelis pemeriksa wajib
memanggil Notaris terlebih dahulu untuk diperiksa dan kemudian baru
boleh memutuskan apakah mengabulkan atau menolak permohonan
aparat hukum mengenai pemanggilan Notaris yang bersangkutan
tersebut.
Sejak diberlakukannya Permenkumham Nomor 7 Th. 2016
MKNW Provinsi D.I. Yogyakarta menerima surat permohonan untuk
pemeriksaan Notaris terkait kasus:
1) Penipuan dan penggelapan;
2) Pemalsuan;
3) Menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik;
4) Penyerobotan tanah;
5) Menempati tanah dan bangunan tanpa hak.
Adapun obyek perkara yang dilaporkan adalah:
a) Perbankan;
b) Fiducia;
c) Pencucian uang (money laundry);
d) Kerjasama dalam usaha bersama.115
Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan
setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan.
Majelis Pemeriksa berupaya obyektif dan profesional dalam memberikan
115 Data diperoleh dari Sudi Wastuti, Sekretaris MKNW Provinsi D.I. Yogyakarta
94
keputusan sesuai dengan pemahaman tentang karakter jabatan Notaris.
Nurhadi Darussalam mengatakan bahwa MKNW Provinsi D.I.
Yogyakarta mengusulkan agar pada waktu Notaris yang diduga
melakukan tindak pidana ketika diperiksa oleh Majelis Pemeriksa tidak
boleh didampingi oleh pengacara atau siapapun, baik itu suami atau istri
dari Notaris yang bersangkutan.116
Menurut keterangan Beja, dalam memilih anggota dari Majelis
Pemeriksa didasarkan atas kemufakatan intern Majelis Kehormatan
Notaris Wilayah dan anggota Majelis Pemeriksa yang dipilih adalah yang
berada dalam posisi netral, tidak ada konflik kepentingan dengan Notaris
yang akan diperiksa.117
Keterangan Notaris terperiksa dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas
permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, Notaris wajib:
1) Memberikan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang
diperlukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim; dan
2) Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita
acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik,
penuntut umum atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi.
Pengambilan minuta akta dan/ atau surat-surat Notaris dalam
penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:
a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta
dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau
protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum
pidana;
116 Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 13.06 wib di D.I. Yogyakarta
117 Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 9.10 wib di D.I. Yogyakarta
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c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak
atau lebih;
d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;
atau
e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal
(antidatum).
Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau
hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris
dilakukan dalam hal:
a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/
atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum
pidana;
c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak
atau lebih;
d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;
atau
e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal
(antidatum).
Kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada penyidik,
penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam
pemanggilan Notaris hanya ada pada MKNW. Namun sebagai lembaga
non yudisial, MKNW mngedepankan suatu solusi yang bersifat
pembinaan dengan prinsip menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris.
Dalam Permenkumham No. 7 Th. 2016 tidak ada penegasan
mengenai apakah pemberian persetujuan yang merupakan putusan
MKNW itu bersifat terakhir dan mengikat (final dan binding). Disisi lain
MKNP ditegaskan bukan dan tidak menerima dan tidak berwenang untuk
menerima upaya hukum keberatan, telah menimbulkan ketidakpastian
dan ketidakjelasan.
96
Dalam Pasal 23 ayat (4) Permenkumham No. 7 Th. 2016
menerangkan bahwa:
“ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan
jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya permohonan”.
Apabila dalam jangka waktu tersebut terlampaui, maka
dianggap MKNW menerima permohonan pemanggilan Notaris yang
telah diterangkan juga dalam Pasal 23 ayat (5) Permenkumham No. 7 Th.
2016. Pasal 25 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016 menegaskan
bahwa Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan
setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan.
Kriteria untuk memberikan persetujuan atau untuk tidak memberikan
persetujuan yang merupakan keputusan Majelis Pemeriksa harus terukur
dan dapat diterima oleh akal sehat serta harus sesuai dengan fakta hukum
yang ada.
Apabila dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
surat permintaan persetujuan dari penyidik kepada MKN telah
terlampaui, maka pihak MKN dianggap telah menyetujui pemeriksaan
terhadap Notaris dimaksud. Hal ini tidak sulit bagi penyidik untuk
memanggil kembali Notaris dimaksud dan menentukan tanggal
pemeriksaannya.
Namun demikian perlu dilakukan kesepakatan bersama tentang
tekhnis dari pemeriksaan terhadap Notaris yang:
1. Disetujui pemeriksaannya:
a. Apakah pihak MKN akan membuat surat persetujuan
pemeriksaan tersebut bersama dengan surat penghadapan
dengan menentukan waktu pemeriksaannya;
b. Apakah pihak MKN hanya akan membuat surat persetujuan
pemeriksaan saja selanjutnya waktu pemeriksaan akan
diserahkan kepada penyidik, sehingga penyidik harus
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memanggil ulang Notaris dimaksud dengan menentukan
waktu pemeriksaannya.
2. Tidak disetujui pemeriksaannya:
a. Apakah pihak MKN akan membuat surat kepada penyidik
tentang penolakannya disertai alasan yang sesuai dengan
hukum dan peraturan perundangan;
b. Apakah pihak MKN akan membuat surat kepada penyidik
untuk meminta waktu lebih guna mendalami keterlibatan
Notaris, baik dari aspek disiplin, kode etik maupun pidana.
3. Terlampaui 30 (tiga puluh) hari kerja:
a. Apakah pihak MKN akan membuat surat untuk meminta
tambahan waktu lagi kepada penyidik guna mendalami
pemeriksaan intern Notaris dimaksud;
b. Apakah pihak MKN akan memberikan kesempatan kepada
penyidik untuk memanggil langsung kepada Notaris
dimaksud.
Perlu dilakukan kajian terhadap hal-hal tersebut di atas dalam
rangka memudahkan masing-masing pihak untuk dapat bekerja dengan
efektif dan efisien.
Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh MKNW
berupa Surat Keputusan (yang merupakan suatu penetapan tertulis).
Jika dikaji ternyata Surat Keputusan tersebut bersifat konkrit,
individual, final dan menimbulkan akibat hukum. Konkrit artinya obyek
yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tetapi dalam hal ini
obyeknya yaitu akta tertentu yang diperiksa oleh MKNW yang dibuat
oleh Notaris yang bersangkutan. Individual artinya keputusan tidak
ditujukan kepada umum atau kepada semua orang, tetapi kepada nama
Notaris yang bersangkutan. Final artinya sudah definitif, yang tidak
memerlukan persetujuan dari pihak lain atau institusi atasannya,
sehingga hal ini dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Notaris
yang bersangkutan. Ketentuan semacam ini hanya berlaku untuk Surat
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Keputusan MKNW sebagai penerapan dari Pasal 66 UU No. 2 Th.
2014.
Dengan demikian tindakan MKNW yang memutuskan
meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh pihak lain sebagai pelaksanaan
Pasal 66 UU No. 2 Th. 2014, jika tidak memuaskan bagi Notaris atau
Notaris yang bersangkutan berkeberatan dengan alasan yang diketahui
oleh Notaris sendiri, maka Notaris yang bersangkutan dapat menggugat
MKNW ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan MKNW
teresbut merupakan obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Sehingga jika Notaris mengajukan gugatan ke PTUN, maka selama
gugatan berjalan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
Notaris tidak perlu memenuhi panggilan tersebut.
Dalam beberapa kejadian ketika MKNW memberikan ijin
kepada penyidik untuk meminta keterangan dari Notaris sebagai saksi.
Beberapa surat keputusan yang dibuat oleh MKNW hanya dituliskan
mengijinkan atau memberi ijin atau menyetujui ataupun kalimat lain
yang bermakna memberi ijin atau mengijinkan. Sehingga dari kalimat
seperti itu akhirnya ada Notaris yang ditetapkan sebagai tersangka.
Seharusnya MKNW punya keberanian dalam menuliskan keputusan
yang dituangkan dalam surat untuk secara tegas menuliskan bahwa
MKNW mengijinkan atau memberi ijin diperiksa sebagai saksi bagi
Notaris yang sedang menghadapi dugaan melakukan suatu tindak
pidana. Supaya ketika Notaris yang bersangkutan diijinkan sebagai
saksi oleh MKNW tetapi kemudian setelah diperiksa oleh Penyidik
Notaris tersebut ditetapkan sebagai tersangka, maka MKNW bisa
mengajukan keberatan kepada Penyidik.
Hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan
hukum untuk para Notaris dan konsekuensi kedudukan Notaris seperti
itu. Dengan demikian bukan suatu hal yang tidak mungkin jika MKNW
tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan
yang berlaku, maka suatu saat MKNW akan mendapatkan gugatan ke
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PTUN dari para Notaris yang menempatkan MKNW sebagai tergugat
dan secara pribadi akan berpengaruh pada hubungan kemitraan sesama
Notaris sehingga akan menjadi beban tersendiri bagi anggota MKNW
yang berasal dari kalangan Notaris, sedangkan bagi anggota MKNW
yang berasal dari luar praktisi Notaris, ini akan menjadi pertaruhan
keilmuan dalam sebuah sidang pengadilan.
Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada
Ketua MKNW lalu Ketua MKNW wajib mengirim laporan setiap bulan
kepada Ketua MKNP. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (6)
dan ayat (7) Permenkumham No. 7 Th. 2016.
B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan solusi dalam pemeriksaan
Notaris serta upaya hukum Notaris atas Keputusan MKNW yang
menurut Notaris merugikan dirinya
1. Obyek Pemeriksaan di MKNW
Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa “suatu akta
otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang
untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari penjelasan Pasal tersebut
terkandung makna bahwa akta dikatakan sebagai akta autentik itu adalah
jika dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan
yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Ada 3 (tiga)
unsur esensialia agar terpenuhinya suatu akta menjadi akta autentik:118
a) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
b) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang;
c) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang
berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.
Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik
ialah Notaris, Hakim, Juru sita, pada suatu Pengadilan, pejabat Kantor
Catatan Sipil dan sebagainya. Oleh karena itu, suatu akta Notaris, berita
118 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003,
hlm. 148
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acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat
oleh juru sita, Surat Putusan Hakim, Surat Perkawinan yang dibuat oleh
Kantor Catatan Sipil merupakan akta-akta autentik yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang.119
Akta autentik yang dibuat oleh Notaris menjadi sebuah alat
bukti tertulis yang kekuatan pembuktiannya terkuat dan mempunyai
peranan penting dalam hubungan antar masyarakat. Seperti yang
tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdata yaitu bahwa “bagi para pihak
yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-
orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik
memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di
dalamnya”. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat
(bindende bewijskracht) dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta
tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai
benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.120
Akta Notaris sebagai akta otentik memberikan suatu bukti
yang sempurna (volledig bewijskracht) dalam arti bahwa ia sudah tidak
memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta otentik itu tidak
hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang
ditulis disitu, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan itu adalah
benar.121 Akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna
karena di dalam akta autentik tersebut di dalamnya telah termasuk
semua unsur bukti:122
a. Tulisan;
b. Saksi-saksi;
c. Persangkaan-persangkaan;
119 I.G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Cet. 2, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007, hlm. 14
120 Rilda Murniati, “Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Penyelesaian
Sengketa di Bidang Ekonomi”, artikel pada Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9,
No. 1, 2015, hlm. 100
121 R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 27
122 Aprilia Hanastuti, “Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Penerima
dan Penyimpan Protokol Notaris”, Tesis Pasca Sarjana Program Studi Magister
Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm. 34
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d. Pengakuan;
e. Sumpah.
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa alat bukti yang sah
terdiri dari 5 macam yaitu:
1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa.
Pasal 187 KUHAP menerangkan bahwa surat dibuat atas sumpah
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan
yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan;
c. Surat keterangan dari seorang ahli  yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
d. Surat resmi yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya
Menurut George Whitecross Patton, alat bukti dapat berupa
“oral (words spoken by a witness in court), documentary (the
production of a admissible document), material (the production of a
physical res other than a document).123 Alat bukti sah yang dapat
diterima pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan
123 George Whitecross Patton, A Text Book of Jurisprudence, Second Edition, Oxford at the
Clarendon Press, 1953, hlm. 481
102
dari saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis dapat berupa tulisan-
tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.
MKNW dalam melakukan pemeriksaan mempunyai batasan
dalam menempatkan akta sebagai objek, yang seharusnya berkisar
pada:
1) Kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris
Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta Notaris, maka MKNW
harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek
lahiriah dari akta Notaris. Jika MKNW tidak mampu
membuktikannya maka akta tersebut harus dilihat sesuai apa
adanya.
2) Kekuatan pembuktian formal akta Notaris
Dalam hal ini MKNW harus dapat membuktikan ketidakbenaran
apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus
dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan
para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris. Dalam
hal ini MKNW tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk
menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika MKNW tidak
mampu membuktikannya, maka akta tersebut harus dapat diterima
oleh siapapun termasuk oleh MKNW sendiri.
3) Kekuatan pembuktian materil akta Notaris
Terkait hal ini, MKNW harus dapat membuktikan bahwa Notaris
tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta
(akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan
Notaris) menjadi tidak berkata benar.124 MKNW harus melakukan
pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta
Notaris, jika MKNW tidak mampu untuk membuktikannya, maka
akta tersebut benar adanya.
124 Habib Adjie, Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris
(MKN), Refika Aditama, Surabaya, 2017, hlm. 68
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M. Yahya Harahap merumuskan mengenai batas minimal
pembuktian Akta autentik dengan penjelasan sebagai berikut:125
a. Batas minimalnya cukup pada dirinya sendiri
Oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta
autentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya:
i. Dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau
dukungan alat bukti yang lain;
ii. Dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta
autentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai
batas minimal pembuktian.
b. Kekuatan pembuktian dan batas minimalnya dapat berubah
menjadi bukti permulaan tulisan
Namun demikian, nilai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat serta batas minimalnya bisa berubah disebabkan:
1) Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (tegenbewijs);
2) Bukti lawan yang diajukan pihak lawan sedemikian rupa setara
dan sempurna, sehingga mampu menggoyahkan eksistensi akta
autentik yang bersangkutan. Dalam kasus yang demikian nilai
kekuatan dan batas minimal pembuktiannya berubah menjadi:
a) Tidak sempurna dan tidak mengikat lagi;
b) Tetapi merosot menjadi bukti permulaan tulisan;
c) Oleh karena itu, batas minimalnya pun merosot, sehingga
tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan
didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti
yang lain.
Anggota MKNW yang berasal dari Notaris diharapkan
memahami dengan benar  pelaksanaan tugas jabatan  Notaris sesuai
dengan UUJN, maka akan mengerti untuk menempatkan fokus
pemeriksaan Notaris dengan obyek pada akta Notaris. Upaya hukum
yang disebutkan di atas mempunyai batasan-batasan tertentu yaitu
125 M. Yahya Harahap, Hukum.., Op. Cit, hlm. 546
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hanya berlaku ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya sesuai
dengan wewenang Notaris dan tidak berlaku jika tindakan Notaris tidak
dalam menjalankan tugas jabatannya atau tidak sesuai dengan
wewenang Notaris.126
Mochamad Ikhwanul Muslimin menyebutkan bahwa untuk
menghindari kesalahpahaman dalam melakukan pemeriksaan kepada
Notaris yang diduga melakukan tindak pidana oleh aparat hukum, maka
MKNW Provinsi D.I. Yogyakarta terlebih dahulu meminta kepada
aparat hukum untuk membuatkan suatu resume terhadap kasus yang
dilaporkan kepada MKNW supaya MKNW memiliki gambaran yang
jelas terhadap kasus tersebut, apakah memang terjadi suatu pelanggaran
atau kesalahpahaman persepsi saja. Diharapkan cara ini juga bisa
membuat kinerja MKNW menjadi lebih efisien.127
Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan
dugaan tindak pidana yang dihadapi Notaris adalah Putusan
Mahkamah Agung Nomor 702/SIP/1973. Dalam putusan tersebut
Majelis Kasasi memutus bahwa seorang Notaris berfungsi hanya
mencatat/ menuliskan hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan
oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak
diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terhadap pernyataan
yang dikehendaki para penghadap. Yurisprudensi masih sejalan
dengan rumusan-rumusan ketentuan mengenai pidana dalam UUJN
yang membatasi atau memberikan perlindungan kepada Notaris
khususnya terhadap tindak pidana.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemeriksaan Notaris
Ketika ada para pihak yang disebutkan namanya dalam akta
bersengketa atau juga ada pihak lain yang merasa dirugikan atas akta
Notaris yang bersangkutan, maka yang sering terjadi adalah Notaris
dilaporkan kepada aparat hukum. Dalam pelaporan atau pengaduan
126 Habib Adjie, Op. Cit, hlm. 69
127 Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018 pukul 10.15 wib di D.I. Yogyakarta
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tersebut Notaris akan dipanggil sebagai saksi untuk para pelapor atau
yang menyampaikan pengaduan teresbut.
Berdasarkan data yang diperoleh dari MKNW Provinsi D.I.
Yogyakarta, ketika Notaris dipanggil oleh Majelis Pemeriksa untuk
didengarkan keterangannya didapati ada Notaris yang berkeinginan
untuk didampingi oleh Pengacara atau Penasihat Hukum ketika
menjalani pemeriksaan. Ada juga Notaris yang meminta untuk
diperbolehkan didampingi oleh salah satu anggota keluarga pada
waktu diperiksa oleh Majelis Pemeriksa. Hal ini terjadi karena Notaris
yang akan diperiksa merasa tidak percaya dengan keputusan yang
akan diambil oleh Majelis Pemeriksa, yang dikuatirkan akan
mengambil keputusan yang akan merugikan diri Notaris atau dengan
didampingi oleh Pengacara atau anggota keluarga, Notaris yang
bersangkutan merasa lebih percaya diri.
Menghadapi keinginan Notaris untuk didampingi oleh
Pengacara atau anggota keluarga dalam memberikan keterangan
dihadapan Majelis Pemeriksa, walaupun belum ada peraturan yang
mengatur mengenai hal itu, Majelis Pemeriksa berupaya memberikan
keyakinan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris
yang sedang menghadapi panggilan dari aparat hukum bahwa Majelis
Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan bersifat obyektif. Setelah
mendapatkan penjelasan dari Majelis Pemeriksa pada akhirnya
Notaris yang akan didengarkan keterangannya tersebut mau diperiksa
tanpa pendampingan dari Pengacara atau anggota keluarga.
Dibutuhkan keyakinan dari pihak Notaris yang akan didengarkan
keterangannya bahwa Majelis Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya
benar-benar sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam
peraturan yang ada.
3. Penggunaan Kewajiban Ingkar Notaris
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, negara Indonesia menganut prinsip sebagai negara
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hukum sehingga jabatan Notaris termasuk menjadi bagian penting
didalamnya. Negara menjamin adanya kepastian hukum (legal
certainty), ketertiban (order) dan perlindungan hukum (legal
protection), melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan
kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.
Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang mengikat,
memaksa dan mempunyai sanksi. Hukum merupakan suatu bentuk
norma/ kaidah dalam kehidupan. Norma yang mengatur dalam
kehidupan diantaranya adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan,
adat istiadat, kebiasaan dan hukum. Hubungan antara kaidah hukum
dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi, artinya kaidah sosial
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat walaupun hukum
tidak mengaturnya. Selain saling mengisi juga saling memperkuat.
Bahkan sebelum kaidah hukum dikodifikasikan kaidah-kaidah yang
lain sudah mempunyai aturan sendiri yang jelas bahkan mempunyai
sanksi. Sumber norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum
berlainan. Norma agama sumbernya kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, norma kesusilaan sumbernya hati nurani, norma kesopanan
sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma
hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.128
Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan
kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu hidup
bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu
kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan
suatu sanksi.129 Dengan demikian apabila dikaitkan dengan
perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau
kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak
dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya,
128 B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum
dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 13
129 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Ctk. Pertama, Liberty,
Yogyakarta, 1986, hlm. 1
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sehingga yang bersangkutan aman sesuai dengan aturan atau kaidah
yang berlaku dalam masyarakat.
Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan
yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai
reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum admisnistrasi.
Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:130
a. Sebagai alat kekuasaan;
b. Bersifat hukum publik;
c. Digunakan oleh penguasa;
d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.
Notaris dalam jabatannya ada kemungkinan dipanggil sebagai
saksi sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris
dihadapkan pada suatu keadaan dimana Notaris tidak boleh membuka
rahasia jabatan dan/ atau memberikan kesaksian sebatas yang dia lihat
dan dia dengar baik di tingkat penyidikan dan pengadilan. Dengan
adanya sumpah jabatan tersebut melahirkan suatu kewajiban bagi
Notaris yang melekat pada Notaris untuk tidak membuka rahasia dari
akta dan keterangan lain yang didapat Notaris dari para pihak yang
berkaitan dengan akta tersebut. Kewajiban tersebut disebut dengan
kewajiban ingkar.
Pada dasarnya kewajiban ingkar (verschoningsplicht) adalah
suatu sumpah/ janji kepada Tuhan, Negara dan masyarakat dan dirinya
sendiri untuk merahasiakan akta dan keterangan lain atau informasi
yang diperoleh dari penghadap yang berkaitan dengan akta serta
pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar telah melekat
dalam Jabatan Notaris sejak yang bersangkutan mengangkat sumpah
sebagai Notaris, bahkan sampai yang bersangkutan telah
meninggal.131
130 Philipus M. Hadjon, “Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan
Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”, (Fakultas Hukum
Universitas Airlangga: Yuridika, 1996), hlm. 1
131 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Op. Cit, hlm. 41
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Kewajiban ingkar itu sudah pasti dimiliki oleh seorang Notaris
yang telah mengucap sumpah jabatannya yang wajib merahasiakan isi
akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan suatu akta
kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi hanya undang-undang
yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta
serta keterangan lain yang diketahui oleh Notaris yang bersangkutan
berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Kewajiban ingkar ini mutlak
harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-
undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar
tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan
sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya
untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan
dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan
Notaris yang bersangkutan.132
Kewajiban ingkar lahir karena sumpah jabatan Notaris yang
terdapat dalam Pasal 4 UU No. 30 Th. 2004 yaitu:
“(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan
sumpah/ janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
(2) Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
‘Saya bersumpah/ berjanji:
bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik
Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang
Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah,
jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai
Notaris.
Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
132 Dahlil Marjon. “Penerapan Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata
dan Pidana”, artikel pada Rechtldee Jurnal Hukum, 2015, Vol. 10, No. 2, hlm. 232
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Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau
dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau
menjanjikan sesuatu kepada siapapun.’”
Dengan adanya frasa “Bahwa saya akan merahasiakan isi akta
dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”
tersebut, sejak Notaris mengucap sumpah jabatan yang ada di atas
maka secara tidak langsung Notaris mempunyai kewajiban ingkar
yang selalu melekat pada dirinya. Etika memberikan kewajiban bagi
kaum professional hukum sebagai aparat atau pejabat untuk
menyimpan rahasia, sehingga secara etis pula tidak dibenarkan kaum
professional hukum membuka rahasia yang diberitahukan,
dipercayakan dan diperolehnya dari klien.133
Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Th. 2014 menerangkan
bahwa:
“dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan
segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan
sumpah/ janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan
lain.”
Oleh karena merupakan suatu kewajiban, maka apabila
Notaris melanggarnya, maka Notaris akan menerima sanksinya.
Konsekuensi dilanggarnya ketentuan yang ada pada Pasal 16 ayat (1)
huruf f UU No. 2 Th. 2014 adalah:
1) Peringatan tertulis;
2) Pemberhentian sementara;
3) Pemberhentian dengan hormat;
4) Pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Th. 2014 tersebut menjadi
kunci dasar dimana Notaris tidak boleh membuka rahasia mengenai
akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang berkaitan dengan akta
133 Liliana Tedjosaputro, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, CV. Agung, Semarang, 1991,
hlm. 80
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tersebut. Apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan
seberapa besar pelanggaran yang dilakukan.
Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk
kepentingan bagi diri Notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak
yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya
oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau
pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris yang
berkaitan dengan pembuatan akta.
Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2)  UU No. 2 Tahun 2014
menerangkan bahwa:
1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau
memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan
Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung kepada Akta,
ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.
2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Pemanggilan terhadap Notaris oleh penyidik dapat terjadi karena:
a) Para pihak yang namanya tersebut dalam akta;
b) Pihak lain yang bukan pihak dalam akta, tetapi merasa
dirugikan dengan terbitnya akta yang bersangkutan.
Ketika para penghadap bersengketa ataupun ada pihak ketiga
yang merasa dirugikan karena suatu akta Notaris, maka pihak yang
merasa dirugikan tersebut akan melaporkan kepada penyidik dan
Notaris akan turut serta dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkara
tersebut. Terhadap panggilan untuk menjadi saksi tersebut Notaris
wajib memenuhinya.
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Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga kewajiban bagi
seorang yang dipanggil menjadi saksi yakni:134
1. Kewajiban untuk menghadap artinya bahwa jika seseorang
dipanggil sebagai saksi maka mereka harus menerima dan
memenuhi panggilan tersebut sepanjang hal ini tidak
merupakan suatu kekecualian dan bahkan jika mereka menolak
tanpa alasan yang sah menurut hukum maka dapat dikenakan
sanksi.
2. Kewajiban untuk bersumpah artinya bahwa pada dasarnya
semua orang sebelum memberikan keterangan di muka
pengadilan harus disumpah terlebih dahulu.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.
Pasal 244 KUHPidana:
“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa
menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus
dipenuhinya, diancam:
1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling
lama Sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama
enam bulan.
Pasal 522 KUHPidana: “Barang siapa menurut undang-undang
dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara
melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak
Sembilan ratus rupiah”
Apabila Notaris tidak memenuhi panggilan sebagai saksi maka
akan mendapat ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 224
KUHPidana dan Pasal 522 KUHPidana tersebut di atas.
Kewajiban seorang saksi untuk memberikan keterangan tidak
selamanya berlaku bagi seseorang yang mempunyai alasan tertentu.
Dengan adanya suatu alasan tersebut seorang yang telah dijadikan
134 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.143
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saksi dapat dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian. Hal
tersebut tercantum dalam Pasal 1909 KUHPerdata
“Semua orang yang cakap menjadi saksi, wajib memberikan
kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan
dari kewajiban memberikan kesaksian:
1. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam
garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan
salah satu pihak;
2. Siapa saja yang mempuyai pertalian darah dalam garis lurus tak
terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua
dengan suami atau istri salah satu pihak;
3. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau
jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan
sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan
kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”
Dalam Pasal 168 KUHAP dan Pasal 170 KUHAP juga
mengatur mengenai siapa saja yang tidak dapat menjadi saksi, yaitu:
Pasal 168 KUHAP:
“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak
dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri
sebagai saksi:
1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau
ke bawah sampai derajat ketiga dan terdakwa atau yang
bersama sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang
mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak
saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang
bersama sama sebagai terdakwa.”
Pasal 170 KUHAP:
“1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari
kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu
tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut”.
Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP diterangkan bahwa KUHAP
memberikan hak untuk mengundurkan diri (verschoningsrecht) dari
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kesaksian bagi mereka yang karena jabatannya diwajibkan
menyimpan rahasia. Apabila dengan sengaja membuka rahasia yang
wajib disimpan karena jabatannya akan mendapatkan sanksi Pidana
seperti yang tercantum dalam Pasal 322 KUHPidana yaitu:
“1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib
disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang
sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara
paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
Sembilan ribu rupiah.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka
perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”
Dengan berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang
Majelis Kehormatan Notaris, maka pemanggilan kepada Notaris wajib
terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari MKNW. Berdasarkan
Pasal 24 ayat (5), Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis
Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Tetapi seperti diatur dalam
Pasal 24 ayat (6), jika Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah
dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa
dapat mengambil keputusan terhadap permintaan Penyidik, Penuntut
Umum atau Hakim. Ketentuan Pasal 24 ayat (6) ini telah memberikan
kewenangan yang luas kepada Majelis Pemeriksa, apakah akan
menolak atau mengabulkan permohonan Penyidik dengan alasan
Notaris tidak pernah memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa.
Adanya frase yang menyebutkan “dengan persetujuan Majelis
Kehormatan Notaris” berarti pemanggilan dan pemeriksaan terhadap
Notaris tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan MKN. Hal ini
menunjukkan adanya upaya menjaga kerahasiaan akta yang dibuat
Notaris dan Protokol Notaris serta untuk memanggil Notaris ke proses
persidangan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Aturan ini
hanya berlaku untuk perkara pidana karena aturan tersebut
menyebutkan wewenang penyidik, penuntut umum atau hakim.
Bahwa panggilan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut
umum dan hakim harus terlebih dahulu melalui mekanisme di MKNW
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merupakan fase yang harus diikuti khususnya jika akan dilakukan
pemeriksaan terhadap Notaris dari permohonan penyidik, penuntut
umum dan hakim. Kewajiban untuk melalui MKNW tersebut berlaku
untuk penyidik, penuntut umum dan hakim karena bagian dari hukum
acara untuk panggilan terhadap Notaris, tetapi tidak berlaku untuk
Notaris, sehingga jika ada Notaris yang secara ikhlas dan sukarela
ingin langsung memenuhi panggilan dari penyidik, penuntut umum
dan hakim, maka hal tersebut diperbolehkan saja, misalnya ingin
memberikan penjelasan yang integral atau menyeluruh kepada pihak
yang memanggil dirinya atau boleh juga karena tidak percaya dengan
pemeriksaan yang dilakukan oleh MKNW.
Jika ada Notaris yang melakukannya, maka semuanya akan
menjadi tanggungjawab dirinya sendiri dengan segala konsekuensi
hukumnya, misalnya dari keterangan atau penjelasan yang diberikan
dihadapan penyidik ada yang merasa dirugikan dan Notaris akan
dituntut tidak melaksanakan kewajiban jabatan untuk merahasiakan
dan keterangan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang
bersangkutan.
Bahkan bisa dilakukan juga, jika Notaris langsung menghadapi
panggilan tersebut dan menyatakan menggunakan kewajiban ingkar
Notaris. Juga jika ternyata MKNW mengabulkan permohonan
penyidik, penuntut umum dan hakim agar Notaris memenuhi
panggilannya, maka Notaris masih tetap dapat untuk menyatakan
menggunakan kewajiban ingkar Notaris.
Kewajiban ingkar merupakan suatu perlindungan hukum bagi
Notaris dan merupakan perlindungan juga bagi para pihak yang
digunakan ketika Notaris dimintai keterangan terkait sangkaan aparat
hukum terhadap Notaris yang bersangkutan. Menurut Habib Adjie dan
Muhammad Hafidh, menyatakan bahwa sepanjang tidak dikecualikan
Notaris wajib menggunakan kewajiban ingkar jika:135
135 Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Op. Cit, hlm. 59
115
1. Dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta
yang dibuat oleh/ dihadapannya atau berkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UU No. 30 Th.
2004 atau peraturan perundang-undangan.
2. Dipanggil oleh penyidik untuk keterangan sebagai saksi
berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/ dihadapannya atau
berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris
berdasarkan UU No. 30 Th. 2004 atau peraturan perundang-
undangan.
3. Dipanggil oleh MPN, MKNW, atau DKN untuk memberikan
keterangan atau penjelasan berkaitan dengan akta yang dibuat
oleh/ dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas
jabatan notaris berdasarkan UU No. 30 Th. 2004 atau UU No 2
Th. 2014 atas laporan masyarakat atau dipanggil oleh MKNW
atau oleh DKN atau atas nama permintaan penyidik, kejaksaan
atau hakim memberikan keterangan atau penjelasan berkaitan
dengan akta yang dibuat oleh/ dihadapannya atau berkaitan
dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UU No.
30 Th. 2004 atau UU No 2 Th. 2014.
Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan
untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai
atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama
manusia.136 Peran kewajiban ingkar dalam pemeriksaan Notaris sangat
diperlukan oleh Notaris karena Notaris hanya sebagai penyampai
kehendak para pihak yang kemudian dijadikan sebuah akta otentik.
Akta otentik mempunyai hak untuk dilindungi kerahasiaannya karena
menyangkut kepentingan pihak lain, bukan kepentingan Notaris itu
sendiri. Maka dari itu kewajiban ingkar merupakan salah satu
136 Muchsin, Op. Cit, hlm. 14
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pelindung bagi Notaris di dalam pemeriksan yang dilakukan oleh
Majelis Pemeriksa terhadap permohonan aparat hukum.
Selain teori perlindungan hukum, juga diperlukan teori
kepastian hukum dalam menentukan sejauh mana Notaris dapat
menggunakan kewajiban ingkar dihadapan Majelis Pemeriksa.
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian,
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu.137
Notaris pada dasarnya mempunyai kewajiban ingkar yang
sudah melekat sejak mengucap sumpah jabatan Notaris. Ketika
Notaris dipanggil oleh majelis Pemeriksa untuk memberikan
klarifikasi mengenai sangkaan terhadap Permohonan yang diajukan
oleh aparat hukum sepanjang pertanyaan tersebut hanya sekedar
klarifikasi saja maka Notaris dibutuhkan untuk menjawab seperlunya
saja sebatas jawaban singkat. Tetapi apabila Majelis Pemeriksa sudah
menanyakan pertanyaan diluar apa yang disangkakan oleh penyidik
maka Notaris berkewajiban menggunakan kewajiban ingkarnya.
Jika Notaris menggunakan kewajiban ingkarnya di hadapan
Majelis Pemeriksa tidak ada kewajiban bagi Majelis Pemeriksa untuk
memaksakan kehendaknya kepada Notaris untuk menjawab
pertanyaan. Notaris yang bersangkutan lebih tahu kenapa
menggunakan kewajiban ingkarnya. Tidak perlu alasan apapun yang
harus dikemukakan dihadapan Majelis Pemeriksa atas penggunaan
kewajiban ingkarnya tersebut.
137 Riduan Syahrani, Op. Cit, hlm. 23
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Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang
termasuk Notaris, sebagai bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum
di persidangan dapat dilakukan melalui tahapan yaitu penggunaan
kewajiban ingkar Notaris dan pemanggilan Notaris oleh penyidik,
penuntut umum atau hakim harus dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan dari MKNW.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi pemeriksaan Notaris yang diduga melakukan tindak pidana
sehingga mendapatkan surat pemanggilan dari aparat hukum (penyidik,
penuntut umum dan hakim), tindak pidana yang dimaksud disini antara
lain adalah:
a. Pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan Pasal 264
KUHPidana);
b. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal
266 KUHPidana);
c. Penggelapan (Pasal 372 dan 374 KUHPidana);
d. Pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Th. 2010, tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang);
e. Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah (Pasal 242
KUHPidana).
Parameter MKNW dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada
penyidik, penuntut umum dan hakim, yaitu harus memperhatikan bahwa
jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan
Notaris sebagai saksi, maka MKNW akan membuat keputusan untuk
menolak atau sebaliknya apabila tanpa kesaksian Notaris suatu laporan
peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat
diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar suatu
peristiwa pidana menjadi terang dan jelas, maka MKNW akan
memberikan persetujuan permohonan pemanggilan Notaris untuk hadir
dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan, seperti yang sudah
dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Permenkumham No. 7 Th. 2016.
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Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan untuk memberikan
persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari
Notaris yang bersangkutan. Majelis Pemeriksa berupaya obyektif dan
profesional dalam memberikan keputusan sesuai dengan pemahaman
tentang karakter jabatan Notaris. Pemeriksaan hanya dilakukan oleh
Majelis Kehormatan Wilayah, tidak ada banding kepada Majelis
Kehormatan Notaris Pusat apabila Notaris tidak setuju dengan keputusan
Majelis Pemeriksa.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemeriksaan Notaris yang
diduga melakukan tindak pidana, misalnya pada waktu diperiksa oleh
Majelis Pemeriksa, Notaris tersebut berupaya agar didampingi oleh
pengacara atau anggota keluarga. Pemahaman mengenai aturan maupun
kepercayaan kepada MKNW ketika mendapatkan panggilan dari Majelis
Pemeriksa sangat diperlukan sehingga Notaris tidak menganggap perlu
pendampingan dari pengacara maupun anggota keluarga. Didapati pula
Notaris yang diduga melakukan tindak pidana secara ikhlas dan sukarela
ingin langsung memenuhi panggilan dari penyidik, penuntut umum dan
hakim, maka hal tersebut diperbolehkan, contohnya ingin memberikan
penjelasan yang bersifat menyeluruh kepada pihak yang memanggil
dirinya atau bisa juga karena dirinya tidak percaya dengan pemeriksaan
yang dilakukan oleh MKNW. Jika Notaris melakukan hal tersebut maka
segala sesuatunya beserta konsekuensi hukum yang ditimbulkan akan
menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Bahkan bisa juga
Notaris langsung menghadapi panggilan tersebut dan menyatakan
menggunakan kewajiban ingkar Notaris. Notaris wajib menggunakan
kewajiban ingkarnya ketika diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sepanjang
tidak dikecualikan berdasarkan undang-undang. Anggota MKNW sendiri
juga menghadapi kendala dalam menentukan waktu yang cocok untuk
menjadwalkan rapat, mengingat ada tenggat waktu yang ditentukan oleh
Permenkumham Nomor 7 Th. 2016 padahal masing-masing anggota
mempunyai kesibukan yang padat. Mengingat tugas yang telah
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dipercayakan kepada institusi MKNW, maka tiap-tiap anggotanya harus
berupaya untuk sebisa-bisanya segera mengagendakan rapat karena terkait
dengan kepentingan Notaris yang diduga melakukan tindak pidana
didalamnya.
B. Implikasi
Dari kesimpulan yang dijelaskan di atas menimbulkan implikasi
sebagai berikut:
1. Salah satu Keputusan MKNW melalui Majelis Pemeriksa atas
permohonan aparat hukum untuk melakukan pemanggilan terhadap
Notaris yang diduga melakukan tindak pidana telah dianggap dikabulkan
ketika MKNW tidak bersidang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak surat permohonan tersebut diterima untuk melakukan pemeriksaan
yang dapat disebut juga dengan fiktif positif. Dengan adanya fiktif positif,
Notaris merasa dirugikan karena dengan tidak rapatnya MKNW
berdampak kepada Notaris. Dengan adanya ketentuan seperti ini
menjadikan Notaris tidak terlindungi dengan keberadaan MKNW padahal
MKNW dibentuk sebagai pelindung bagi Notaris dalam hal pemanggilan
Notaris oleh aparat hukum. Sebenarnya fungsi MKNW adalah untuk
memeriksa Notaris terlebih dahulu supaya Notaris tidak langsung
berhadapan dengan aparat hukum. Dengan MKNW tidak bersidang dan
otomatis permohonan aparat hukum dikabulkan, menjadikan fungsi dari
MKNW bukan lagi memeriksa Notaris untuk melindungi kepentingan
Notaris.
2. Ketika Notaris menggunakan kewajiban ingkar pada saat diperiksa oleh
Majelis Pemeriksa hal ini menimbulkan dampak yaitu dapat dinilai dan
dikategorikan sebagai menghalangi penyidikan atau merintangi jalannya
suatu proses perkara di pengadilan. Aparat hukum akan merasa dengan
adanya institusi MKNW, dianggap menghalangi suatu proses perkara
pengadilan.
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C. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yang
kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi
masalah yang dihadapi dan dapat menjadi wacana guna mengadakan
pembaharuan hukum sebagai berikut:
1. Agar MKNW menjadi suatu institusi yang menjaga harkat dan kehormatan
Notaris dalam hal memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris
yang diduga melakukan tindak pidana, maka perlu adanya sebuah
perbaikan yaitu:
a. Kepada Pemerintah:
1) dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia agar meningkatkan anggaran untuk MKNW
sehingga tersedia biaya untuk transportasi bagi mereka anggota
MKNW untuk berkumpul mengadakan rapat atau sidang,
mengingat anggota MKNW di suatu provinsi bisa jadi berada di
tempat kedudukan yang menyebar di seluruh provinsi yang relatif
berjauhan.
2) Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kapasitas
bagi anggota MKNW melalui pertemuan-pertemuan secara berkala
yang berisi pemahaman atau pengetahuan terkini yang
berhubungan dengan kenotariatan, misalnya secara periodik 6
(enam) bulan sekali.
b. Kepada MKNW:
1) Agar anggota dari unsur Notaris, yaitu yang berasal dari organisasi
Notaris, pemilihannya hendaknya didasarkan pada keilmuan dan
senioritas dari Notaris tersebut, yang paham benar mengenai
hukum kenotariatan sehingga tahu persis untuk akta-akta Notaris
mana  yang telah melanggar UUJN dan atau peraturan perundang-
undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat oleh/
dihadapan Notaris.
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2) Agar anggotanya masing-masing tetap amanah dan profesional
dalam menjalankan tugasnya dengan baik, berusaha untuk tidak
menunda-nunda menghadiri rapat Majelis Pemeriksa sesuai jadwal,
dan hendaknya ditanamkan tanggung jawab moral mengingat tugas
yang diemban untuk meluhurkan kehormatan jabatan Notaris,
disamping itu agar selalu mengadakan pembinaan rutin maupun
sosialisasi kepada para anggota (para Notaris).
c. Kepada Notaris:
1) Diharapkan Notaris juga terus meningkatkan kualitas diri
sehubungan  dengan tugas jabatannya dengan terus menambah
pengetahuan, wawasan dan berdiskusi dengan sesama Notaris agar
meminimalkan kesalahan yang dapat berakibat dugaan melakukan
tindak pidana.
2) Bagi Notaris yang sedang menghadapi dugaan melakukan tindak
pidana hendaknya bersikap tanggap dengan pemanggilan dari
Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh MKNW. Apabila mendapat
panggilan dari Majelis Pemeriksa untuk didengarkan
keterangannya, Notaris hendaknya berusaha memenuhi panggilan
tersebut, karena apabila Notaris telah dipanggil secara sah dan
patut selama 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak hadir, maka
Majelis Pemeriksa dapat menggunakan kewenangan dalam
mengambil keputusan untuk mengabulkan atau menolak terhadap
permintaan dari penyidik, penuntut umum dan hakim. Bisa saja
keputusan yang diambil oleh Majelis Pemeriksa bersifat merugikan
Notaris yang bersangkutan.
2. Ketika Notaris memutuskan menggunakan kewajiban ingkar pada saat
diperiksa oleh Majelis Pemeriksa terkait permohonan pemanggilan Notaris
maka:
a. Kepada penyidik (Polisi dan Jaksa) agar bila Notaris menggunakan
kewajiban ingkar, hal ini tidak dimaksudkan menghalangi proses
penyidikan dan sebagainya, karena akta Notaris itu adalah representasi
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(perwakilan) Notaris, maka kalau penyidik sudah memiliki salinan akta
Notaris seharusnya tidak perlu memanggil Notaris yang bersangkutan.
Penting juga agar aparat hukum meningkatkan pengetahuan tentang
ilmu hukum baik itu tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangani suatu dugaan
kasus hukum.
b. Kepada MKNW agar mengadakan sosialisasi ke instansi yang terkait
(Kepolisian dan Kejaksaan) mengenai kewajiban ingkar Notaris dan
peranan serta fungsi MKNW berdasarkan Permenkumham No. 7 Th.
2016 sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai prosedur
pemanggilan atau hal-hal yang ada hubungannya dengan pemeriksaan
dari pihak aparat hukum.
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